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PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

sl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan waris antara:

1. I, umur [l tahun, jenis

kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat

Jalan . K<uvrahan [ Kccamatan
I <:bupaten Ende, sebagai Penggugat |;

2. I . B ahun, jenis kelamin Perempuan,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat || G
I <cuahan . Kecamatan [
Kabupaten Ende, sebagai Penggugat II;

3. . v B tahun, jenis kelamin
Perempuan, agama Islam, pekerjaan . Alamat Jalan |
I <curahan . <ecamatan [ <abupaten

Ende, sebagai Penggugat Ill;

s, I . u: [ ahun, jenis

kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat

Jalan [N clurahan [ Kecamatan
I <:bupaten Ende, sebagai Penggugat 1V;

5. I, :our [ tahun,

jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [} Alamat Jalan

I <clurahan I Kecamatan I

I <abupaten Ende, sebagai Penggugat V;

6. I . mur [l tahun,

jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan |l Alamat Jalan

. <elurahan . Kecamatan I

. <abupaten Ende, sebagai Penggugat VI;
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7. . v B tahun, jenis kelamin
Perempuan, agama Islam, pekerjaan || I ~amat Jalan
I <curahan . Kecamatan ] Kota
I scbagai Penggugat VII;

s. NN, o [ tahun,

jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [l Alamat Jalan

I <c'urahan [ Kecamatan

I <abupaten Ende, sebagai Penggugat VIII;

oo I ' B 2hun, jenis kelamin Perempuan,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan [ R

B <cuvahan T <ccamatan T
Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IX;

10. NG . B t2hun, jenis kelamin Laki-Laki,
agama Islam, pekerjaan [ IEGEGzGzG. ~ama: GGG
I <cuvahan T <ccamatan
I . <-b:gai Penggugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: || G 2amat

di Jalan [N <c'urahan

Kecamatan [l Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal | yano telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Ende, NN -noco I

selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

1. . v [l 2hun, jenis kelamin Laki-Laki, agama
Islam, pekerjaan || IEGNGzGz@z@0 ~amat Jalan GGG
B Kelurahan [ Kecamatan [ Kabupaten Ende,
sebagai Tergugat I;

2. I ' Il 2hun, jenis kelamin Laki-Laki, agama
Islam, pekerjaan | GzNGEGzG0. Aamat Jalan |GG
B kelurahan . Kecamatan [ Kabupaten Ende,
sebagai Tergugat Il;

3. . v Il 2hun, jenis kelamin Laki-Laki, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan |
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I <c'urahan . <Kecamatan . <abupaten
Ende, sebagai Tergugat Il;

4. . . [l ahun, jenis kelamin Perempuan, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan | NG
Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten Ende,
sebagai Tergugat IV;

5. . .l tahun, jenis kelamin Perempuan, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan |G
I <<'vrahan . Kecamatan [ <abupaten
Ende, sebagai Tergugat V;

6. GG .. [l t2hun, jenis kelamin Perempuan, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan |
B <curahan . <Kecamatan . <abupaten
Ende, sebagai Tergugat VI;

7. I . [l ahun, jenis kelamin Laki-
Laki, agama Islam, pekerjaan | I ~Aamat Jalan [
I <-ba0ai Tergugat VI,

8. . unur Il tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam,
pekerjaan [l Alamat Jalan . <ccamatan
. Kabupaten Ende, dalam hal ini adalah || GcGcTNGNGNEEEEEEE
I s bagai Tergugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: [ GcINGIGIGNGNGNGNGEGE

I -2 Advokat pada Kantor |GG

I 0ceamat di Jalan [N

I <ccamatan . <abupaten  Ende,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal | [l 2o telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, Nomor:

I sclanjutnya disebut Para

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
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Telah mendengar keterangan Para Penggugat beserta Kuasa Hukum mereka
dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukum mereka serta memeriksa bukti-bukti
di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober
2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal
05 Oktober 2017, dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa [ ocalah
pasangan suami istri sah yang pernikahannya sesuai dengan ketentuan
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara

Republik Indonesia;

2. Bahwa [ -
I <ocna [l dan keduanya dimakamkan di bidang

tanahnya sendiri, yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat dan Para
Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa;

3. Bahwa semasa hidup, [ IGczEEGEGGEz -~ IS
I =it
3.1. I (<ninggal dunia tahun [JD;
2. (cningoal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);
3.3. I (< ingoal dunia tahun [
34 (cninggal dunia masih  kecil/belum
berkeluarga);

4. Bahwa [ i
meninggalkan 4 (empat) orang anaknya (sudah meninggal dunia)
sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) dan cucu-cucunya (Para
Penggugat dan Tergugat) sebagai | GTGNGzGgGEGEGEGEGEGEE
I iuoa meninggalkan
sebidang tanah seluas [l m? yang terletak di || NG
. Cinokungan . <clurahan . Kecamatan

Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

+» Sebelah utara dengan biara susteran ClJ;
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+ Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus
Pino Wea;

% Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;

++ Sebelah barat dengan gang dan klinik St. Marthin Depores CIJ;
Yang selanjutnya bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat
disebut objek sengketa waris;

5. Bahwa sebelum || IEEGEGEGEGEGEE -
Il dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan
Hukum Islam ahli warisnya yang bernama || EGcCNCNGNGGEEGE
(meninggal dunia tahun [JJJl) menikah dengan
(meninggal tahun [l dan | (meninggal dunia tahun [

karena sakit dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-

masing bernama:

5.1. I (meningal dunia tahun 2014);

5.2. I (" cninggal dunia tanggal
)b

B (cninggal dunia masih kecil tahun [Jl/belum

berkeluarga);

B (chinggal dunia tahun [l masih kecil/belum

berkeluarga);

5. NG (--nogugat I);
6. Bahwa sebelum tirkah almarhumah || [SSSEGEGEGEGEGEGE cibagikan

kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam, ahli

warisnya yang bernama ||} I reninggal dunia di Ende karena
sakit pada tahun [JJJli]l dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris

5.3.

5.4.

masing-masing bernama:
6.1. N (--nggugat 1X);
6.2. I (F-nggugat X);
7. Bahwa sebelum tirkah almarhumah || S dibagikan

kepada ahli warisnya masing-mmasing sesuai dengan Hukum Islam ahli

warisnya yang bernama | EEEEEEEEEEEE eninggal
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dunia di Ende karena sakit pada tanggal [ | || S dengan

meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing bernama:

7. I st Pcnogugat 1I);

7.2. I (- -nggugat III);

7.3. I ( P -nggugat 1V);

74. I (Pcnggugat
V)

75. I (<nggugat
Vi)

7.6. NN (P-nggugat ViI);

77. I (P -nggugat Vil):;

8. Bahwa sebelum tirkah almarhumah | GGG cibagikan

kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli

warisnya yang bernama ||} B33l meninggal dunia di Ende
karena sakit pada tahun [JJJlij dan sampai dengan meninggal almarhumah
I ii0ok menikah;

9. Bahwa sebelum tirkah alarhumah || | | I cibagikan kepada
ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya
yang bernama | meningoal dunia karena sakit di Ende
pada tahun i} dan sampai dengan meninggal almarhum | N
I iidak menikah;

10. Bahwa sebelum tirkah [ GNNNEEEEEEEEEEE

I cibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan

Hukum Islam ahli waris yang bernama || GCNNGNGEEEEE

(meninggal dunia pada tahun [JJJfl) menikah dengan almarhumah [}
B (cninggal dunia pada tahun ) dengan
meninggalkan | ) orang ahli waris masing-masing bernama:
10.1. N (Tergugat I);

10.2. N (Tergugat I);

10.3. N (crouoat 1)

10.4. GG (a0ugat 1V);

10.5. NN (Tergugat V);

106. NG (crougat Vi),
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10.7. I (T <rgugat VII);

10.8. | (chinggal dunia pada tanggal [ G
10.9. | (<inggal dunia belum berkeluarga);
10.20. I  (mcninggal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

10.11. I (cninggal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

10.2. I (cninggal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

10.13. I (cningoal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

11. Bahwa sebelum tirkah almarhum [ G Jibagikan
kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam abhli
warisnya yang bernama ||} ] ] eninggal dunia di Ende
karena sakit pada tanggal BBl dengan meninggalkan 3 (tiga)
orang ahli waris masing-masing bernama:

11.1. | (stri. Tergugat VIII);
11.2.
11.3. I

Keduanya masih dibawah umur dan berada dalam perwalian [
(Tergugat VIII)

12. Bahwa sebelum tirkah almarhum [ G oibagikan
kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam abhli
warisnya yang bernama || I <ningoal dunia di Ende
karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum ||
I tidak menikah;

13. Bahwa sebelum tirkah almarhum [ GGG ibagikan
kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam abhli
warisnya yang bernama || BB meningoal dunia di Ende
karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [ G

tidak menikah;

14. Bahwa sebelum tirkah almarhum || oibagikan

kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam abhli
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warisnya yang bernama || | I cningoal dunia di Ende
karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum || NG
I tidak menikah;

15. Bahwa sebelum tirkah almarhum [ G Jibagikan
kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam abhli
warisnya yang bernama ||} BB rcninggal dunia di Ende
karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum || |GGG
tidak menikabh;

16. Bahwa sebelum tirkah almarhum | ibagikan

kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli

warisnya yang bernama ||} ] ]3] rcninggal dunia di Ende

karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [ EGcG—G_
tidak menikah;

17. Bahwa bidang tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 4

(empat) di atas merupakan harta peninggalan | I Ja» GGz

yang menjadi hak waris Para Penggugat dan Para Tergugat selaku cucu

dan ahli waris || dan I (aim.), akan tetapi kenyataannya

yang terjadi sebaliknya, dimana setelah meninggalnya orang tua Para
Penggugat |G 202 ahun [l Para Tergugat
mengklaim bahwa objek sengketa adalah hak miliknya karena didasarkan
Para Tergugat berasal dari keturunan anak laki-laki dari [ N yakni

I - (-ngkan Penggugat tidak mempunyai hak

atas objek sengketa tersebut karena pihaknya berasal dari keturunan

perempuan yakni || || . schingga dengan demikian

menurut Tergugat pihak Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta
peninggalan | dan I (21m) tersebut;

18. Bahwa dengan diklaimnya objek sengketa tersebut adalah hak miliknya,
maka Para Tergugat dengan leluasa mengusai objek sengketa, dengan
cara menempati dan membangun rumah di atas tanah tersebut, yang
sampai dengan saat ini telah tercatat 10 (sepuluh) buah bangunan di
antaranya 9 (sembilan) buah bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan kios
yang dibangun oleh Para Tergugat di atas objek sengketa seluas + [l
m?, dengan perincian Tergugat | memiliki 3 (tiga) buah bangunan di
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antaranya: 2 (dua) buah bangunan rumah (salah satunya dikontrak pada
pihak Ill) dan 1 (satu) buah bangunan kios yang dibangun pada tahun
2016. Tergugat Il memiliki 2 (dua) buah bangunan rumah (salah satunya
ditempati oleh | N (- -k kandung Tergugat
II). Tergugat Ill dan V masing-masing 1 (satu) buah rumah. Sementara
Tergugat VI, VII dan VIII baru mulai membangun rumah pada tahun 2016.
Sementara Tergugat IV masih berupa tanah kosong, belum dibangun
rumah dengan luas tanah + 100 m?. Dengan demikian objek sengketa
yang kini dikuasai oleh para Tergugat seluas + 2.195 m? dari total luas
tanah keseluruhan + 2.460 m? sedangkan Penggugat hanya satu buah
bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas + 265 m? yang
merupakan bangunan bekas rumah | . 2o telah
direnovasi oleh |l (2 marhum) semasa hidupnya,

yang sekarang ditempati oleh Penggugat Il, bersama-sama dengan
Penggugat I, IV, V, VI dan VIII;

19. Bahwa semasa hidup, | NN =) suvami dari
Penggugat Il bersama-sama dengan Penggugat |, IX dan X telah dengan
itikad baik memohon kepada Para Tergugat, agar harta warisan || |l
dan | dibagi dengan Para Penggugat, akan tetapi niat baik dari
Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, sehingga
selanjutnya Para Penggugat meminta bantuan Lurah Onekore untuk
memfasilitasi pembagian tanah objek sengketa tersebut. Akan tetapi itu
pun gagal. Dengan kegagalan pembagian tanah objek sengketa di |||l

I ada tanggal INEEEEEN selanjutnya Para Tergugat

mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan secara kekeluargaan di
B <curahan I pada tanggal [ v-no
difasilitasi oleh || | |  EII. Dan pada pertemuan tersebut disepakati
untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan cara akan
mengukur pembagian tanah [l kepada kedua anaknya yakni [ lli}
I -0 I scbagaimana yang
dituangkan dalam surat pernyataan || tcrtangoa [l

I Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka pada
tanggal | oilakukan pengukuran pembagian tanah, akan tetapi
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gagal karena Para Tergugat sendiri tidak memiliki itikad baik untuk
melalukan pembagian tanah secara adil dengan Para Penggugat sesuai
dengan kesepakatan sehingga atas hal tersebut Para Penggugat mraa
haknya telah dirugikan karena hanya memiliki tanah sebatas pada

bangunan rumah yang ditempati || | S (2n.) dengan

ukuran luas tanah + 265 m?, yang sekarang ditempati oleh Penggugat I,
istri dari | | (2\n.) bersama-sama dengan Penggugat
I, IV, V, Vldan VIII;

20. Bahwa dengan kegagalan pengukuran pembagian tanah pada tanggal [j
I scbagaimana disebutkan pada poin 19 (sembilan belas) di

atas, maka dengan demikian pernyataan kesepakatan pada pertemuan
tanggal || tersebut batal dan tidak berlaku lagi. Dan

selanjutnya | GGG 2n.) suami Penggugat Il, bersama
dengan saudara-saudaranya [
(Penggugat 1), NG (F-ngougat 1X) dan I

I (P-ggugat X) mengambil inisiatif untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama Ende tanggal 7 September 2016 dengan

register perkara Nomor 43/Pad.G/2016/PA.Ed yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ended an perkara tersebut telah

diputuskan tanggal 20 April 2017 bertepatan dengan 23 Rajab 1438 H.

dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Verklaard);

2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam
ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Agama Ende tanggal 20 April 2017/23 Rajab 1438

H. tersebut, maka setelah mempelajari putusan tersebut, kembali

melakukan penyempurnaan terhadap gugatannya dan selanjutnya Para

Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Para Tergugat agar
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objek sengketa yang sekarang diperkarakan untuk dibagi waris sesuai
dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

21. Bahwa dengan sikap Para Tergugat yang menguasai objek sengketa
secara sepihak dengan tanpa memperhatikan hak Para Penggugat
sebagaimana yang termuat pada poin 18 (delapan belas) di atas,
membuat Para Penggugat merasa khawatir akan terjadi persoalan dimasa
yang akan datang, maka Para Penggugat merasa khawatir akan terjadi
persoalan dimasa yang akan datang, maka Para Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sita Jaminan (conservatoir
beslaag) atas tanah almarhum | S scsuai dengan
disebutkan pada poin 4 (empat) sebelum proses perkara digelar demi
untuk menghindari pengalihan hak atas bidang tanah warisan almarhum
I <cpada orang lain selama proses perkara
berlangsung;

22. Bahwa menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ende sebagaimana

disebutkan pada poin 20 (dua puluh), maka dengan ini Para Penggugat kembali

mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan alasan-alasan
sebagaimana disebutkan di atas dan memohon kepada ketua Pengadilan

Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil

Para Penggugat dan Para Tergugat untuk dihadirkan di persidangan dan

berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum [ IERNERMMEEEEEEE o=~ I

I 2dalah suami istri sah dan keduanya telah meninggal dunia;

3. Menetapkan secara hukum [ |G - T
I empunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
3.1. I (< ingoal dunia tahun 1990);
3.2.EE (cninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
3.3. I (<inggal dunia tahun 1993);
3.4 (<hinggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
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4. Menetapkan secara hukum || | rcningoal dunia pada
tahun |}, I eninggal dunia pada tahun [Jl] dan
I eninggal dunia pada tahun [l dengan meninggalkan 5 (lima)
orang ahli waris masing-masing bernama:

4.1. R (cningal dunia tahun 2014);

vy NGEEREIN N ERET e
I

A3. I (mcninggal dunia masih kecil tahun 1943/belum

berkeluarga);

44 (cninggal dunia tahun 1956 masih kecil/lbekum

berkeluarga);

4.5. I, (Penggugat |)

5. Menetapkan menurut hukum || | | Sl neninggal dunia dengan
tidak meninggalkan ahli waris;

6. Menetapkan menurut hukum || | B eninggal dunia dengan
tidak meninggalkan ahli waris;

7. Menetapkan secara hukum | S (cninggal dunia
pada tahun 1993) dan almarhumah | (cningoal

dunia pada tahun [JJJl] dengan meninggalkan 13 (tiga belas) orang ahli

waris masing-masing bernama:

7.1. N (Tergugat );

7.2. N (T-rgugat Il);

73. I (7crougat 1),

74 N (T-gugat 1V);

7.5. N (Tergugat V);

7.6. GGG (crgugat Vi)

77. I (7 cougat ViI);

7.8. I (n<ninggal dunia pada tanggal || EGczGEGD);
7.9. I (<ninggal dunia belum berkeluarga);

7.20. I (ncninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
71.. I (chinggal dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

7.12. I (cninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
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713. I  (cninggal  dunia masih  kecil/belum

berkeluarga);

8. Menetapkan menurut hukum alamrhumah | | S reninggal
dunia pada tahun 2014 dan alamarhum |l meninggal dunia tahun

2006 dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli aris masing-masing

bernama:

s.1. NN (Penggugat IX);
g.2. NN (o-nogugat X);

9. Menetapkan menurut hukum || NG
meninggal dunia di Ende karena sakit pada tanggal | EGcTcNG
dengan meninggalkan [l orang ahli waris masing-masing bernama:
ol. G si'i. Pcnggugat II);

o.2. NG (--nggugat IiI);

9.3. NG ( Fcnggugat 1V);

o.4. NG (P-nggugat V);
9.5. NG (P<nggugat VI);
9.6. NG (F-nggugat Vi);
el NGERGGIGEY

VIl

10. Menetapkan menurut hukum || | Bl meninggal dunia tahun
I dengan tidak mennggalkan ahli waris;

11. Menetapkan menurut hukum | || Sl meninggal dunia tahun
Il dengan tidak meninggalkan ahli waris;

12. Menetapkan | cninggal dunia pada tanggal | Gz
dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing bernama:
12.1. | (stri. Tergugat VIlI);

12.2. [
2.3 I
13. Menetapkan menurut hukum | | | cninggal dunia

dengan tidak meninggalkan ahli waris;

14. Menetapkan menurut hukum || | Bl eninggal dunia dengan
tidak meninggalkan ahli waris;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan menurut hukum || || cningoal dunia

dengan tidak meninggalkan ahli waris;

16. Menetapkan menurut hukum || | | S cninggal dunia dengan
tidak meninggalkan ahli waris;

17. Menetapkan menurut hukum || | | Bl meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan ahli waris;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa waris yang terletak di

Jalan [N . (<curahan
B <ccamatan . K:2buaten Ende seluas + [l m?

batas-batas sebagai berikut:

+ Sebelah utara dengan biara susteran CIJ;

+« Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus Pino
Wea;

+ Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;

+ Sebelah barat dengan gang dan klinik St. Marthin Depores CIJ;

Adalah merupakan harta peninggalan | dan I yang belum

dibagi kepada seluruh ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat dan

Tergugat sesuai dengan Hukum Islam (limu Faraid);

19. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa waris || ]l dan
I untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat
sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

20. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek
sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah obyek
sengketa yang menjadi bagian hak warisnya Para Penggugat secara bebas
dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;

21. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
yang diletakkan atas bidang tanah obyek sengketa waris adalah sah dan
berharga;

22. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan inidapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun

Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
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23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat
adanya perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa,;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para
Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dengan didampingi
oleh Kuasa Hukum masing-masing. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, serta telah pula
diupayakan damai melalui mediasi dengan Mediator Saudara Ruslan, S.Ag.,
S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende dan berdasarkan laporan
mediasi tanggal 27 November 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil
mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para
Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan
oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat
memberikan jawaban pada tanggal 13 Desember 2017 yang terurai sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI
1. Eksepsi Persona Standi In Judicio, Para Penggugat Tidak Mempunyai

Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat;

- Bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan
bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171
huruf ¢ menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris;

- Bahwa Pewaris | can I pada saat meninggalnya

meninggalkan Ahli Waris yaitu anak-anaknya yang bernama || | | |l

I cian harta peninggalan

diantaranya yaitu sebidang tanah seluas + 2.460 M? yang terletak di
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Jalan . Kelurahan . Kecamatan Ende Tengah,

Kabupaten Ende;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan ¢ Kompilasi

Hukum Islam (KHI), maka yang harus menjadi ahli waris dan berhak

mengatur atau membagi harta waris dari [l can
setelah meninggal dunia adalah [ || .-~
L}

- Bahwa Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

- Bahwa berdasarkan ketentuan 174 Ayat (2) KHI, maka ahli waris yang
mendapat harta peninggalan | dan I pada saat setelah
meninggalnya | dan I 2dalah anak-anaknya yang ada
yaitu | N - I

- Bahwa terhadap harta peninggalan [l dan I o'eh anak-

anaknya yaitu | RS con I c'2h

melakukan pembagian secara damai;

- Bahwa karena Para Penggugat berkeinginan untuk membagi harta
peninggalan | dan . naka menurut Pasal 174 Ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat tidak mempunyai
kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan
gugatan perkara ini, karena Para Penggugat bukan sebagai ahli waris
I oo~ I

- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunianya || GGcGcNGNGGE
dan |GG s-bao-i ahli waris [ a0 B

Il tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan terhadap harta

waris [ dan I tersebut dan baru oleh Para Penggugat

sekarang ini, oleh karena itu keberatan atau gugatan Para Penggugat

atas harta waris || can I tc'ah melampaui tenggat

waktu yang ditentukan oleh hukum, lagi pula keberadaan Para

Penggugat bukan sebagai ahli waris yang berhak menggugat harta

waris [ can I scbagaimana dimaksud Pasal 174 Ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu pula Para Penggugat
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berada diluar hukum atau setidak-tidaknya diluar ketentuan Kompilasi
Hukum Islam (KHI);

- Bahwa karena keberadaan Para Penggugat adalah diluar hukum,
dengan sendirinya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum
apapun untuk berdiri sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu.

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek
sengketa adalah sebidang tanah harta warisan || | |l da» |EGzEG
yang telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan “Pewarisan hanya
berlangsung karena kematian” Artinya seluruh konsekuensi dari hak
kebendaan menjadi tanggungan ahli waris, sejak pewaris meninggal
dunia;

- Bahwa secara substansi gugatan Para Penggugat yang menuntut
warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia lebih dari 30 (tiga
puluh) tahun (I warat tahun 1974 dan | wafat tahun
1972) adalah daluwarsa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 835
KUHPerdata tentang Kewarisan yang menyatakan “Tiap tuntutan
(kewarisan) demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu
selama 30 (tiga puluh) tahun” dan dalam Pasal 1967 KUHPerdata yang
menyatakan “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan
maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan
lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan
akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak,
lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang
didasarkan kepada itikad yang buruk”, serta sesuai pula dengan Kaidah
Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No0.408
K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975,dan No0.200 K/Sip/1974 tanggal
11 Desember 1975;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur.

a. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Para Penggugat terdapat hal-hal

yang sangat serius dan penting menurut hukum namun tidak dijelaskan

secara lengkap, karena hal-hal tersebut akan menimbulkan
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ketidakpastian hukum dalam gugatan Para Penggugat. Hal ini diuraikan
oleh Para Penggugat dalam posita gugatan point 2 dan petitum gugatan
point 2 yang menyatakan bahwa || car I 20aah
pasangan suami istri sah dan keduanya telah meninggal dunia, tanpa
menyebutkan secara pasti kapan meninggalinya | dan IR
. ~pakah setelah | 2ot (tahun 1990) dan
B - (tahun 1993) atau sebelumnya;

b. Bahwa sesuai surat gugatan Para Penggugat dalam petitum point 8
yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “menetapkan
menurut hukum almarhumah ||} Bl reninggal dunia pada
tahun 2014 dan almarhum |l meninggal dunia tahun 2006
dengan meninggalkan ........ ”, sedangkan dalam positanya point 6 Para
Penggugat tidak menerangkan/menjelaskan mengenai almarhum [l
Il meninggal dunia tahun 2006 dan terikat perkawinan atau tidak
dengan . s<hingga antara posita dan petitum gugatan
Para Penggugat tidak memiliki korelasi, tidak saling mendukung dan
konsistensi bahkan kontradiktif, maka menurut Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor: 67 K/Sip/1975, tanggal
13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya mengatakan: “Petitum tidak sesuai
dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”, maka gugatan
Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ende agar menolak gugatan Para Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para

Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di
atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

(integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;
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3. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat perlu menyampaikan pendirian Para
Tergugat dan karena itu menegas ulangkan kembali bahwa Para Tergugat
tidak memiliki niat sedikitpun terkait dengan membagi kembali harta
warisan dari | ca» I yang pada saat setelah
meninggainya | dan I terhadap harta warisannya oleh ahli
warisnya yaitu [ | .- T - -
melakukan pembagiannya dan satu-satunya niat Para Tergugat adalah
menjaga tanah hak milik Para Tergugat yang kepemilikannya diperoleh
berdasarkan pewarisan dari Bapak | GTGcGNGNGEEEGE -
menghormati hal - hal yang telah disepakati bersama baik yang terjadi
sejak masa leluhur dan orang tua terdahulu sampai dengan masa Para
Tergugat sekarang ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh orang tua dan
leluhur terdahulu;

4. Bahwa asas waris dalam hukum Islam adalah karena kematian maksudnya
terjadinya peralihan hak materiil maupun imateriil dari seseorang kepada

kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal

dunia (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan Pasal 584
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Hak milik atas suatu barang tidak
dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan

perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-

undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau
penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak
milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap
barang itu”;

5. Bahwa berdasarkan asas waris karena kematian dan Pasal 584
KUHPerdata, maka peralihan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah

obyek sengketa berdasarkan pewarisan oleh anak-anaknya sebagai ahli

waris dari SN dan [ voiu SN oo~ HE
I can mulai berlaku setelah NS

meninggal dunia adalah sah menurut hukum dan bersifat mengikat baik

terhadap pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya maupun pihak ketiga;
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6. Bahwa setelah | dan I reninggal dunia terhadap harta
peninggalannya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya yang

bernama | -~ I

Bahwa perlu dipahami peristiwa tersebut terjadi sebelum lahirnya Kompilasi
Hukum Islam, yang setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam sesuai
dengan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak

mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;
7. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya |l dan I terhadap

harta peninggalan mereka oleh anak-anaknya yaitu ||| GGG

dan |GG <2 dilakukan pembagian yaitu:

- I <dapat bagian berupa sebidang tanah seluas +
265 M? yang di atas tanah tersebut oleh || | | S dcnoan

membangun rumah dan menempatinya sampai meninggal dunia dan
selanjutnya ditempati dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anaknya/ahli
warisnya karena berdasarkan hukum (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam) yang berhak mendapat warisnya adalah Para Penggugat.

Bahwa sekarang bidang tanah yang dahulunya merupakan hak
kepemilikan dari || | | | meniliki batas-batas yaitu:

Utara berbatasan dengan jalan/lorong;

Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian dan Tanaman

Pangan Kabupaten Ende;

Timur berbatasan dengan tanah milik [ G
|
Barat berbatasan dengan jalan/lorong;

- I cndapat bagian berupa sebidang tanah
yang luasnya + 2.195 M? yang di atas tanah tersebut oleh || GzN
B (cngan membangun rumah dan menempatinya sampai
meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat
dengan membangun rumah dan menempatinya karena bidang tanah
yang dahulunya merupakan hak kepemilikan dari || |GGG
Bl nenurut hukum (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)
yang berhak mendapat warisnya adalah Para Tergugat;
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8. Bahwa pelaksanaan pembagian terhadap harta waris dari ||l dan |l

Il o'ch anak-anaknya yaitu || N .-~
B dil=kukan secara kekeluargaan dan merupakan bentuk kewajiban
dan pengabdian terhadap orang tua mereka yang telah meninggal dunia
agar dapat beristirahat ditempat yang abadi dengan tenang;
Bahwa perlu dipahami peristiwa tersebut dilakukan sebelum lahirnya
Kompilasi Hukum Islam, yang setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam
sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: d.
membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

9. Bahwa terhadap hal pembagian dan kepemilikan serta penguasaan atas
tanah oleh |G -~ I -«
pernah ada perselisihan, atau keberatan atau mengajukan gugatan dan
hubungan kekeluargaan merekapun sangat harmonis sampai dengan
meninggal dunia, namun sekarang baru timbul ketidak puasan oleh Para
Penggugat terhadap pembagian, kepemilikan dan penguasaan yang
kemudian melahirkan gugatan;

10. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan kepada Para Penggugat bahwa

kepemilikan dan penguasaan dari || GTcNNGEGEGEGE - T
I chodap harta peninggalan [ dan

merupakan pelaksanaan pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan
sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat
Ende dan peristiwa hukum tersebut terjadi sebelum lahirnya Kompilasi
Hukum Islam, lagi pula kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat
dalam perkara ini berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ||| |l
dan . maka menurut asas kewarisan Islam dalam Kompilasi
Hukum Islam yaitu Asas Retroaktif terbatas bahwa Kompilasi Hukum Islam
(KHI) tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi
secara rill (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI
diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli
waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, maka gugatan
Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum,

oleh karena itu peralihan atau pemindahan hak atas harta peninggalan i
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I nenjadi bagian-bagian hak kepemilikan dari [ GGG
dan [ IIIINGEGEEEEEEEE -c:2/ah tetap berlaku dan sah menurut

hukum;

11. Bahwa menurut hukum hal-hal yang telah dilakukan sesuai dengan adat
dan kebiasaan yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta
kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk
kepada ketentuan yang berlaku sesudahnya, dengan demikian [ | [
I .-- B -0 cmpunyai hak atas tanah
obyek sengketa karena berkedudukan sebagai ahli waris beserta perolehan
bagiannya berdasarkan kesepakatan pembagian secara kekeluargaan
sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat
Ende, maka nilai-nilai hukum tersebut wajib diperhatikan dengan sungguh-
sungguh, sehingga dalam menyelesaikan perkara ini tidak menambah
perpecahan rasa kekeluargaan (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam);

12. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi bahwa tanah obyek
sengketa yang dahulunya merupakan harta warisan [l dan I

Il tc'ah dibagi secara riil kepada ahli waris || I dan N
yaitu [ N - I -9 mana
bagiannya | I s<k2rang ini dikuasai dan dimiliki oleh Para
Penggugat dengan cara membangun rumah dan menempatinya
sedangkan bagiannya [ GGG sc<2rang ini telah
dibagi secara riil kepada ahli waris || GGG dcnoan cara

dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat dengan
membangun rumah dan menempatinya, yang mana hal demikian telah
diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat
dalam posita gugatan point 18 yang pada pokoknya menyatakan
“Bahwa........... Dengan demikian, obyek sengketa yang kini dikuasai oleh
Para Tergugat seluas + 2.195 M? dari total luas tanah keseluruhan + 2.460
M? sedangkan Penggugat hanya satu buah bangunan rumah yang berdiri di
atas tanah seluas + 265 M? yang merupakan bangunan bekas rumah [l
B oo i<lah direnovasi oleh [
(almarhum) semasa hidupnya, yang sekarang ditempati oleh Penggugat II,

bersama-sama dengan Penggugat [,IV,V,VI dan VIII". Oleh karena itu,
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seandainya tidak ada kesepakatan antara ||| [ | ||| S -~ I
I (2o membagi harta peninggalan [ dan I
Il scpetti itu, bagaimana mungkin pihak [ Hcrscdia

menempati tanah tersebut dengan membangun rumah dan menguasainya

yang selanjutnya direnovasi oleh ahli waris yaitu anaknya yang bernama
I s-mpai meninggal dunia?;
13. Bahwa berkaitan dengan meruncingnya hubungan antara pihak Para

Penggugat dengan pihak Para Tergugat maka Para Tergugat meminta

bantuan kepada keluarga | R .k
memfasilitasi pertemuan pada tanggal || | I yang mana dalam
pertemuan tersebut pihak Penggugat yang diwakili oleh | GcTcTcGNG

I don pihak Tergugat oleh N (Tergugat

II) dihadapan keluarga besar yang hadir bersepakat untuk menyelesaikan
masalah secara kekeluargaan dan meminta agar dalam waktu yang tidak
terlalu lama mengukur tanah pembagian yang dilakukan 2 (dua) anaknya
I scbagaimana sesuai dengan surat pernyataan || GG
yang juga ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada saat itu.
Kemudian pada tanggal || Jisepakati untuk dilakukan
pengukuran tanah yang merupakan bagian warisan dari || GcGzGzEG
Il saja karena dengan sendirinya yang selebihnya dari luas tanah
bagian warisan dari || [ | | | B merupakan bagian warisan dari
I (- pongukuran tersebut berjalan lancar karena
selama berlangsungnya pengukuran tersebut tidak ada keberatan ataupun
komplain dari [ || | I (A marhum) yang adalah wakil dari
pihak Penggugat;

14. Bahwa perlu dipahami, kesepakatan tanggal | GGG o0
peristiva hukum tanggal || NNEEEE tersebut telah didahului dengan
pembicaraan yang panjang antara kedua pihak dan tidak ada tekanan
ataupun paksaan dari pihak lain dan disampaikan serta dilakukan
dihadapan banyak orang yang menyaksikan, oleh karena itu, sangat
janggal dan tidak beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dalam

posita gugatannya ini point 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
pernyataan kesepakatan dalam pertemuan tanggal | NG
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tersebut batal dan tidak berlaku lagi, padahal terungkap fakta hukum bahwa
kesepakatan tersebut telah diakui oleh pihak Penggugat pada saat
mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 September
2016 di Pengadilan Agama Ende yang sesuai surat gugatan Para
Penggugat dalam petitum gugatan point 17 Para Penggugat juga memohon
agar pembagian harta peninggalan | dan I yang sudah

disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal | GcGcNG
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana mungkin hal

tersebut bisa terjadi???;

15. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat agar diletakan Sita
Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa haruslah ditolak karena tidak
memenuhi syarat dan tidak berdasar menurut hukum, karena:

- Bahwa alasan Penggugat merasa kwatir Para Tergugat akan melakukan
pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain adalah
merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada. Dalam
gugatannya, Para Penggugat sesungguhnya tidak mampu menunjukkan
fakta atau indikasi tentang adanya tindakan Para Tergugat akan
melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain,
oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita
Para Penggugat, karena menurut pasal 227 HIR, elemen dugaan yang
beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian
sita tersebut. Apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita
jaminan tidak akan diberikan;

- Bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan yang diajukan Para
Penggugat adalah obyek sengketa warisan yang belum dibagi. Artinya
Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan pihak yang mempunyai
hak untuk memiliki dan menguasai obyek sengketa, faktanya sekarang
ini Para Penggugat dan Para Tergugatlah yang menguasai obyek
sengketa dengan cara membangun rumah dan menempatinya di atas
tanah obyek sengketa. Artinya obyek sengketa sekarang ini adalah
merupakan tanah milik Para Penggugat dan juga tanah milik Para

Tergugat;
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- Bahwa Sita Jaminan (CB) hanyalah ditujukan terhadap barang-barang
milik Tergugat, namun dalam gugatan perkara ini terungkap fakta hukum
bahwa barang (obyek sengketa) yang dimohonkan untuk di sita oleh
Para Penggugat adalah bukan saja barang milik Para Tergugat,
melainkan juga barang (tanah yang diatasnya juga berdiri sebuah
rumah permananent) milik Para Penggugat, maka menurut Buku Il
Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Agama — Edisi revisi (2013), yang menyatakan:
Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir
Beslaag):

1) Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada
sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan

barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;

2) Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak

milik Tergugat;
Maka permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Para

Penggugat patutlah untuk ditolak karena berdasarkan ajaran: barang
siapa yang menguasi barang dianggap sebagai pemilik (bezit geld als
volkomen titel), dengan demikian dalam obyek sengketa terdapat barang
milik Para Penggugat, maka apabila permohonan Sita Jaminan
dikabulkan akan bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan Agama;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat, akan tetapi Para
Penggugat hanya menduga dan beralasan merasa kwatir tentang
adanya tindakan Para Tergugat akan melakukan pengalihan hak atas
obyek sengketa itu kepada pihak lain;

- Menurut hukum bahwa Sita Jaminan (CB) tidak dapat diterapkan
apabila keberadaan barang di bawah penguasaan Tergugat
berdasarkan titel yang sah, misalnya, melalui pewarisan, jual-beli, tukar
menukar atau hibah dan sebagainya. Dan faktanya dalam perkara ini
penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah

penguasaan tanpa hak, atau penguasaan yang dilakukan
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bertentangan dengan hukum, melainkan penguasaan yang didasarkan
atas hak yang sah melalui pewarisan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut
hukum;
Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing
telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat
dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga | . Jai pasangan suami istri
atas nama Gili Nusa bin Panda dengan [ GG ciouat
oleh |GG i ctahui oleh Lurah Onekore. Bukti

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
. atas nama NN y2ng
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli 2016. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:

. s nama

I /29 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli
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2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
I otos nama . 2o
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 27 Juli 2016. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
. -(os nama [
yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli 2016. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: || GcTcNG. -2s
nama [JJll. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mbongawani,
tanggal 11 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: || GcNIEIIIIIBG. -t-s
nama || IEIEGEG@G@z@zg@gdgNoE. cik</uarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 10 Januari 2017. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya. Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
. oos nama . yaono
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 8 Agustus 2016. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
. otos nama . \-ono
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 8 Agustus 2016. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9;

10. Fotokopi Keterangan Lokasi Tanah, terletak di Jalan | EGcGNGNGEG

I Kelurahan Onekore, Kecamatan
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Ende Tengah, dibuat oleh | GGG o ctahui oleh

Lurah Onekore. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan akan mengukur pembagian tanah untuk 2 (dua)
anak [, vaitv T o< anak-anak dari [
I dan I Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen. Bukti P.11;

Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan, asli surat tersebut ada pada
Para Tergugat, dan setelah Ketua Majelis mengkorfirmasikan kepada Para
Tergugat, Tergugat || menyatakan benar bukti tersebut ada padanya;

12. Fotokopi Berita Acara Penyaksian Proses Penyelesaian dan Pembagian

Kepemilikan Tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan
difasilitasi oleh Lurah Onekore, dan di dalam Berita Acara tersebut
disimpulkan, bahwa penyelesaian dan pembagian kepemilikan tanah tidak
terjadi sepakat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.11;
Atas bukti tersebut, Para Tergugat menyatakan, bahwa tanda tangan
I - -ah bukan tanda tangan [
sendiri dan Para Tergugat akan memberikan pembanding tanda tangan
]

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | | . 2tas nama
. -0 dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Ende tahun 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | | . 2tas nama
I -0 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal
07-07-2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen,
bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Para
Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | . 2tas nama
I /- dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal
16 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen

serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.15;
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16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | | . =tas nama
. oo dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende
tanggal 8 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | | . 2tas nama
I (- dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Ende 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | . 2tas nama
I (- dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Ende 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: || GcNGGEEEEEEEE
keterangan tentang telah melakukan perekaman KTP-El, atas nama ||}
. yong dikeluarkan oleh Dinas Kependdukan Dan Catatan Sipil Kota
Kupang tanggal 24 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | | . 2tas nama
I oo dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Ende tangga! || Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | | ||| . 2t2s nama
B oo dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal
24 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: | || . 2:as nama
I /o0 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 30
November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa
Para Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.22;

23. Fotokopi  Salinan Putusan Pengadilan Agama Ende, Nomor
43/Pdt.G/2016/PA.Ed. tanggal 20 April 2017. Bukti tersebut telah
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bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan
aslinya. Bukti P.23;
Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat juga
telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:
1. . v B tahun, agama islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, tempat tinggal di ||  |GzGzGzG@z;0 <e'urahan G

Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah

sumpabh telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mereka keluarga dari
I

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi teman dari

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat | dan Tergugat Il;

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah
masih keturunan | dengan [

- Bahwa saksi kenal dengan || NN s<j=« tahun 1964;

- Bahwa saksi sering pergi bertemu dengan |l dan istrinya, karena

saksi sering ke rumah | G sc\aktu saksi kelas 1
SMEA;

- Bahwa anak I can I 202 4 (empat) orang tetapi yang
saksi kenal 2 (dua) orang, [l dan G

- Bahwa |l meninggal pada tahun 1976 dan dimakamkan di lokasi
sengketa;

- Bahwa |l meninggal dunia tahun 1972 dan juga dimakamkan di
lokasi sengketa;

- Bahwa [l sudah meninggal dunia tahun 1990 dan | NG
meninggal dunia tahun 1993;

- Bahwa ]l mempunyai anak dari suami pertama ada 3 (tiga) orang,
B B .- B -2 0kan anak dari suami

kedua, [ dan satunya sudah meninggal dunia;

- Bahwa | <2 meninggal dunia pada tanggal 29

Desember 2016;
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- Bahwa [ meninggal dunia, dengan meninggalkan tanah yang
terletak di Jalan Diponegoro;
- Bahwa luas tanah 2.460 m?;

- Bahwa saksi tahu tanah itu milik | . karena | dan istrinya
B - tingoal, dulu [ dan I yano tinggal juga,
dan pada saat [ NN rcningoal tahun 2016 saksi
kesana sudah ada perubahan;

- Bahwa batas-batas tanah, sebelah barat dengan klinik CIJ dan lorong
jalan Diponegoro, sebelah timur dahulu dengan Dulla Pui, sekarang tidak
tahu, sebelah utara dengan biara kesusteran CIJ, sebelah selatan
dengan Dinas Pertanian;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dari saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah dibagi ke anak [ yaitu
I oo I

- Bahwa sekarang rumah [l ditempati oleh [ GG

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak || G
tetapi yang saksi kenal, | GTcNNGNNGNGNNEEEEEEEE

- Bahwa |GGG < punyai seorang istri yaitu [

- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri || |} Bl tetapi saksi pernah

melihat;

2. I, uur [l tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di |
B <ccamatan . Kabupaten Ende, saksi tersebut di

bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Ibu [, bapak saksi
dengan bapak Ibu [l saudara kandung;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;

- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih

keturunan [ dengan NN
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan [ dan I arena
berteman baik dengan || . s2<si scring keluar

masuk rumah mereka tahun 1965;
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- Bahwa saksi kenal dengan [l;

- Bahwa [l dan I saudara kandung;

- Bahwa anak | dan I 2da 4 (empat) orang, yang saksi
kenal ada 2 (dua) orang, [l dan |GG

- Bahwa I meninggal tahun 1976 dan |l meninggal tahun
1972;

- Bahwa |l meninggal dunia tahun 1990 dan |l meninggal
tahun 1993;

- Bahwa |l dari suami pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak,

B meninggal wakiu kecil, [ dan NN

sedangkan dari suami kedua yang bernama [l saksi kenal hanya

anaknya bernama || IEGzN

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak || . tetapi yang
saksi kenal [N
I

- Bahwa harta warisan [l tanah seluas 2.460 m? letaknya di Jalan
I

- Bahwa saksi mengetahui luasnya dari cerita Para Penggugat;

- Bahwa tanah warisan sekarang di tempati oleh [JJJilij dan anak-anaknya,
I (2 anak-anaknya;

- Bahwa batas daripada tanah warisan sebelah barat dengan klinik CIJ
dan gang, sebelah timur dengan Hendri Kuspenowea dan Agus Bakar,
sebelah utara dengan biara susteran ClJ dan sebelah selatan dengan
Dinas Pertanian;

- Bahwa sewaktu [l masih hidup ada 3 (tiga) rumah, 1 (satu) gubuk
ditempati oleh . 1 (satu) rumanh ditempati oleh [ dan
1 (satu) rumah ditempati oleh [J;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari [l 202 I oan
I <cduanya tinggal di tanah sengketa itu agar tidak usah keluar;

- Bahwa sekarang sudah ada 10 rumah di lokasi sengketa, satu rumah

ditempati oleh keturunan [l dan 9 rumah ditempati oleh keturunan
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- Bahwa saksi tahu pembicaraan damai di || | Bl berdasarkan
kesepakatan tanggal [ EGCCCNG_

- Bahwa upaya damai tersebut kata Para Penggugat tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu [ ll sudah membagi tanah sengketa
kepada [ dan (RN

. . U 66 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di | GcNGNGNEEEEEEEE
B <ccamatan . Kabupaten Ende, saksi tersebut di

bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal di lokasi tanah karena ikut paman saksi yang
menumpang tanah dengan membuat rumah sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran tanah sengketa itu;

- Bahwa peristiwa pengukuran pada tanggal 6 Maret 2016;

- Bahwa pengukuran itu dibatalkan karena ada keberatan dari [}
I

- Bahwa pengukuran dibatalkan karena tujuan pembagian, tetapi
pembagian itu tidak sesuai dengan hukum agama, yaitu yang hanya
ditempati oleh || GG

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan sebelumnya
tentang pembagian tanah;

- Bahwa setelah pengukuran pertama dibatalkan, lalu ada pengukuran
kedua tetapi juga batal;

- Bahwa alasan pengukuran kedua ini dibatalkan karena yang diukur tidak
keseluruhan luas tanah, akhirnya || EGccCNCNEEEEEE:

- Bahwa sewaktu pengukuran saksi ada di lokasi tanah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 2 (dua) lembar Silsilah [l dengan [ dan Silsiah [}
. Weuttel BTN
dibuat olen |
I Ciciahui oleh . 5ukt tersebut

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

dengan aslinya. Bukti T.1;
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2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, atas nama || ||G_zG o~ N
I crtongoe! I /:no dikeluarkan oleh
I Sk tersebut telah bermeterai cukup dan telah

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:
I o5 nama
yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [l Kecamatan Ende Tengah,
Kabupaten Ende tanggal || NNEEEEE. Buki tersebut telah bermeterai
cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti
T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor:
I i waris dari [
B oo dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan | R
Kecamatan [ . Kabupaten Ende tanggal | . 5o«

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: | GcNNEGEGEG
atas nama || I svani dari . yano dikeluarkan oleh
Lurah Kelurahan ||l Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal
. . --s nama [
B (- cdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [N
Kecamatan [, <abupaten Ende tanggal | Bukti

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor:
. onii waris dari [N, yang
dikeluarkan oleh Lurah - Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten
Ende tanggal | IIEEEE. BuKii tersebut telah bermeterai cukup dan
telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.6;

7. Fotokopi |GG - cibuat oeh
I  <obupaten Ende, Kepala [
I <abupaten Ende, N
/!

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan dan pemetaan antara tanah yang dikuasai oleh
Dinas Pertanian dengan tanah milik || | | . Bukii tersebut telah
bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan
aslinya. Bukti T.7;

8. Fotokopi Surat pernyataan Persetujuan Pembagian Harta Warisan, antara

anak-anak dari [ |GGG H<rupa tanah seluas + [ m?
yang terletak di Jalan || elurahan |, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende, tanggal || NEEEE. Bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

aslinya. Bukti T.8;

9. Fotokopi SPPT Tahun 2015, Nomor: | N -:2s obyek
pajak terletak di Jalan | Kelurahan [ Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende, dengan waijib pajak atas nama || GTcGcGzG
I 5ukii tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.9;

10.Fotokopi SPPT Tahun 2017, Nomor: || | -:2s obyek
pajak terletak di Jalan ||l Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende, dengan wajib pajak atas nama || GcGEG
. Gukii tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.10;

11.Fotokopi Pernyataan dari || | . tcntang menyelesaikan
masalah secara kekeluargaan antara anak keturunan ||l dan

B < iangoa! . Gukti tersebut telah bermeterai
cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti
T.11;

12.Fotokopi Site Plane tanah sengketa yang terletak di Jalan [ Gz
dibuat oleh | G o002 . ciketahui
oleh Lurah Kelurahan [l Kecamatan | Kabupaten Ende.

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.12;
13.Fotokopi Formulis Pendaftaran Calon Siswa Murid Baru, atas nama wali

murid [ . 5.kt tersebut telah bermeterai cukup dan

telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.13;
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14.Fotokopi Formulis Pendaftaran Calon Siswa Murid Baru, atas nama wali
murid | . Sukii tersebut telah bermeterai cukup dan
telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.14;

Atas kedua bukti T.13 dan T.14 Kuasa Para Tergugat menyatakan, kedua
bukti tersebut untuk pembanding tanda tangan | G y-ro
terdapat pada bukti P.12;
Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga
telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yaitu:

1. . .nur 73 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun,
bertempat tinggal di | rT. Tl rRv. Il T
Kecamatan [l Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah
telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, yaitu [} kenal sejak tahun
I

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat,
keluarga jauh dengan ||

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sejak tahun 1970, mereka
keturunan dari || GGz Ja» |TEEGEGEGEG

- Bahwa | mempunyai 2 (dua) orang anak, [l dan N
I

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah |l dari tahun R
sampai dengan [l

- Bahwa saksi kenal dengan anak |l ca» . B =

I - keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan masalah tanah [Jj

Il antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui [JJJJJll mendapatkan tanah itu dari
mana;

- Bahwa tanah | terletak di Jalan |

- Bahwa batas-batas tanah |JJJJll sebelah barat dengan klinik C1J,
sebelah timur dulu dengan Dulla Pui sekarang saksi tidak tahu,
sebelah utara dengan susteran ClJ, sebelah selatan dengan Dinas

Pertanian;
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- Bahwa tanabh itu tidak dibagi;
- Bahwa tanah itu sekarang ditempati oleh anak cucu ||l

- Bahwa |l dan I rembangun sendiri rumah di lokasi

tanah itu, dan sekarang ruma i ditempati oleh anak-anak [l

dan rumah | ditempati oleh anak-anak | EEGzGzG:

2. I . B tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di | Gz T B <ccamatan Ende
Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebagian dengan Para Penggugat dan sebagian
dengan Para Tergugat;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan ||

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih keturunan
I -

- Bahwa saksi kenal dengan |l dan juga dengan istrinya i
. keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sering keluar masuk ke rumah [ sejak zaman
Jepang;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan adik saksi || | | | I sckolah
dan tinggal di rumah [

- Bahwa | mempunyai 2 (dua) orang anak, [l dan R
N

- Bahwa [ setelah meninggal dunia meninggalkan tanah yang
terletak di Jalan || G

- Bahwa saksi tidak tahu darimana | Jll mendapatkan tanah itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi atau belum;

- Bahwa batas tanah sebelah barat dengan |l sebalah timur
dulu dengan | sekarang saksi tidak tahu, sebelah utara
dengan I sche'ah selatan dengan |G

- Bahwa tadi saksi ke tanah lokasi dan sudah banyak rumah;

3. . umur 60 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensinan Guru,

bertempat tinggal di Jalan | G <<'u2han
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Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah
sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi dahulu pada tahun 1972 pernah tinggal di rumah [l
sewaktu sekolah SMP, dan tinggalnya di luar tanah sengketa yaitu di
tanah Dulla Pui;

- Bahwa saksi kenal dengan ], yang pada waktu itu sudah tua;

- Bahwa anak Gili Nusa ada 2 (dua) orang, |l dan NG

- Bahwa | setelah meninggal dunia, meninggalkan tanah yang
terletak di Jalan || G

- Bahwa saksi tidak tahu darimana |l mendapatkan tanah itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi atau belum;

- Bahwa batas tanah sebelah barat dengan |l sebelah timur
dulu dengan | sekarang saksi tidak tahu, sebelah utara
dengan |G sche'ah selatan dengan |GG

- Bahwa saksi tinggal di tanah itu sampai tahun 1974, kemudian
sewaktu saksi menjadi pegawai pada tahun 1980 saksi tinggal lagi di
situ sampai tahun 1983;

- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan keluarga [ ]l sampai
sekarang;

- Bahwa Sarifa pada tahun 1976 sewaktu Idul Fitri, [JJJflij sudah tinggal

di tanah || Gz
4. . v 57 tahun, agama Islam,
pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan |
Il <elurahan [ Kecamatan . Kabupaten Ende, saksi

tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi
masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar ada kesepakatan di kampung Ambutonda akan ada
pengukuran tanah yang terletak di jalan Diponegoro, yang tempatnya

di rumah bapak saksi;
- Bahwa tanah itu yang mempunyai [ Gz
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- Bahwa saksi tidak tahu darimana | JJqll mendapatkan tanah itu,
tapi cerita bapak saksi tanah itu berasal dari keluarga di kampung
|

- Bahwa yang hadir pada saat akan pengukuran, || GczIzEENEEE

B Hbi saksi, paman saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika itu yang terjadi hanya kesepakatan mengukur saja;

- Bahwa pengukuran tanah pada tanggal 6 Maret 2016;

- Bahwa yang disepakati adalah pengukuran di rumah [
saja;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya hasil dari pengukuran itu;

- Bahwa setelah pengukuran itu tidak pengukuran lagi;

- Bahwa pengukuran tanah itu juga didampingi oleh aparat desa
Onekore;

- Bahwa masalah bagian [l dan | saksi tidak tahu;

- Bahwa pada waktu pengukuran itu tidak ada dari pihak-pihak keluarga
I -9 keberatan

s. I ). mur 54 tahun,

agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan ||

I <cuahan B Kecamatan Ende Utara,

Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-

hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar ada kesepakatan pada tanggal | | ||EGzgGE antara

keluarga dari [l dan NG

- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan karena ketika itu dibuat surat
kesepakatan yang dibuat di keluarga kampung | EGcNNG:

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang disepakati;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;

- Bahwa setahu saksi para pihak ada sepakat membagi tanah;

- Bahwa pengukuran itu dilaksanakan pada tanggal || GczNz;

- Bahwa setahu saksi yang diukur bagian lokasi [ GcNG
I
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- Bahwa tanah yang diukur itu karena saksi mendapat cerita dari cucu
B <alau tanah itu sudah dibagi ke anaknya Sarifa dan Abdul
Hamid,;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas tanah yang diukur;
- Bahwa setahu saksi sewaktu pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pertemuan kesepakatan itu di rumah || GcGczNGEG;
Bahwa ketika itu ada juga aparat kelurahan;
6. _ umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [ GcGcNNGEEEEEEE
. <elurahan . <ccamatan Ende Timur, Kabupaten

Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat
karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tahu ada sengketa warisan dari ||| ;

- Bahwa tanah sengketa itu terletak di jalan || ] dan tanah
sudah dibagi;

- Bahwa [l sudah membagi ke | dan G

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah sengketa tersebut.
Saksi hanya tahu pada tanggal | || para pihak ke
kampung B memberitahu akan mengadakan pengukuran
tanah sengketa;

- Bahwa para pihak ketika datang ke rumah [ || . Kedua
belah pihak datang dan kemudian memberitahu tanah |l akan
diukur;

- Bahwa saksi datang waktu pengukuran;

- Bahwa saksi tidak tahu luas hasil pengukuran;

- Bahwa yang diukur setahu saksi lokasi yang dulunya ditempati oleh
[

- Bahwa waktu pengukuran ada aparat kelurahan;

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi bagian || EGcNzNN;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta adanya pengukuran

tanah;
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- Bahwa saksi datang sewaktu kesepakatan di kampung | EGczNNG;
- Bahwa waktu pengukuran tanah tidak ada yang keberatan;

7. . . 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jalan | <cu-=ha IH
Bl Kecamatan [ Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah
sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi
masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pengukuran tanggal | GczNEG:

- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah dari || G

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;

- Bahwa ketika itu saksi ikut membantu ukur dengan menarik meteran
dan dibaca oleh aparat kelurahan;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengukuran;

- Bahwa tanah yang diukur itu terletak di Jalan || Gz

- Bahwa saksi tidak tahu darimana dasar pengukuran itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pengukuran dicatat dalam tulisan
atau tidak;

- Bahwa setahu saksi setelah pengukuran tidak ada yang keberatan;

- Bahwa saksi mendengar dari |l tanah yang diukur itu tanah
il |

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Rabu
tanggal 24 Januari 2018 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana terurai
dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa pada pesidangan berikutnya Para Penggugat dan Para Tergugat
telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya sebagaimana termuat dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah
tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para
Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Eksepsi Persona Standi In Judicio, Para Penggugat Tidak Mempunyai
Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat;

Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris || || o B
I - warisnya terdiri dari anak-anaknya yang
bernama. [N --» I -ngan

meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas +2.460 m? yang terletak
di Jalan [ Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah,
Kabupaten Ende, dan harta waris peninggalan tersebut anak-anaknya
I - B o melakukan
pembagian secara damai, karena sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Sehingga Para
Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang
cukup untuk mengajukan gugatan perkara ini. Para Penggugat bukan
sebagai ahli waris || G .-
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu;

Bahwa Pewaris |l te'lah meninggal dunia pada tahun i} dan |l
I tc'ah meninggal dunia pada tahun il dengan meninggalkan
sebidang tanah harta warisan, karena gugatan Para Penggugat telah lebih
30 (tiga puluh) tahun dari peristiwa kematian pewaris, maka gugatan Para
Penggugat adalah gugatan yang daluwarsa. Pewarisan itu sendiri terjadi
karena adanya matinya seseorang, sebagaimana maksud Pasal 830
KUHPerdata yang menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena
kematian”. Jarak antara kematian Pewaris | dan [l Il dengan
gugatan a quo adalah 43 tahun, sementara maksud Pasal 835 yang
menyatakan “Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga
puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu” jo. Pasal 1967
KUHPerdata yang menyatakan “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat

kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu
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dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk
adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan
terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada
itikad buruk”,

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur;
a. Bahwa pada posita poin 2 (dua) dan petitum poin 2 (dua) Para

Penggugat tanpa menyebutkan secara pasti kapan meninggalnya i}

B Jan B ~pakah setelah [ (mcninggal
dunia tahun [l dan | (ncningoal dunia
tahun [JJilD) atau sebelumnya;

b. Bahwa pada petitum poin 8 (delapan) agar ditetapkan || GcNIENzNNG
meninggal dunia pada tahun 2014 dan || @l meninggal pada
tahun 2006, sedangkan di dalam posita poin 6 (enam) Para Penggugat
tidak menerangkan/menjelaskan mengenai | meningoal
tahun 2006 masih terikat perkawinan atau tidak dengan |
. Schingga antara posita dan petitum tidak memiliki korelasi, tidak
saling mendukung, dan konsistensi bahkan kontradiktif. Hal tersebut
tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:
67.K/Sip/1975, tanggal 3 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai
berikut, “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi
dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
dibatalkan”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon agar gugatan
Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat
pada prinsipnya menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi
Para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya memerinci jawaban
eksepsi Para Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 sebagai berikut:
= Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 1 (satu), Para Penggugat

menanggapi sebagai berikut:
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- Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perka a
quo, karena Para Penggugat sebagai cucu dan ahli waris dari ||| | | |

B /20 mana [l adalah sebagai anak kandung dari |
I -~

- Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris sudah diakui
dalam jawaban Para Tergugat pada halaman 8 poin 10 “....... kedudukan
Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini berkedudukan
sebagai ahli waris pengganti ||l can IEGEGNG;

= Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 2 (dua), Para Penggugat
menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam sistem kewarisan Islam tidak mengenal lampau waktu,
apabila didukung dengan subyek hukumnya beragama Islam, didukung
oleh harta waris dan pewaris yang juga beragama Islam;

» Bahwa terkait dengan eksepsi angka 3 (tiga), Para Penggugat menanggapi
sebagai berikut:

- Bahwa NN - I - -
meninggal dunia yang sudah diketahui bersama, | GcCcNG_GE
meninggal tahun 1976 dan | < inggal dunia
pada tahun 1972, I
meninggal terlebih dahulu daripada anaknya || GG (:ahun
1990) dan |GG (:-hun 1993);

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak pertentangan atau kontradiktif
antara posita angka 6 dan petitum angka 8, karena pada posita angka 6
menijelaskan ahli waris || |GGG - T -
telah mempunyai keturunan 2 orang anak, yaitu: || | GcIININEG
I - okan pada petitum angka
8 menjelaskan | 2o terikat perkawinan dengan [l
I

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat,
yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis memberikan
pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) yang

menyatakan, Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkapasitas
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sebagai pihak dalam perkara a quo, karena ketika || [ || | |} @ I o=~ IR
I B -ningoal dunia meninggalkan ahli waris 2 (dua)
orang anak, yaitu [} dan . maka yang berhak menjadi ahli
waris adalah [l dan . Atas eksepsi tersebut Majelis

berpendapat, bahwa Para Penggugat adalah orang yang mempunyai legitima

persona standi in judicio dalam perkara a quo, karena perkara a quo adalah
perkara waris bertingkat, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat adalah
sama-sama kedudukannya sebagai cucu dari ||l dan I, bahkan
sudah sampai kepada derajat cicit. Karena menurut Para Tergugat, Para
Penggugat berkedudukan sebagai derajat cucu, bukan lagi berkedudukan
sebagai anak, sebagaimana ahli waris yang tersebut dalam Pasal 174 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Apabila semua ahli waris ada, maka
yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda“ Dari
sini Majelis menilai, bahwa persepsi dan pemahaman Para Tergugat terhadap
Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah tidak tepat, karena
pekara waris a quo adalah perkara waris bertingkat, berbeda dengan perkara
waris yang masih sampai kepada derajat anak, maka pemahaman terhadap
Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pemahaman Para
Tergugat adalah benar, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, yang
kemudian ia disebut pewaris, disaat semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan adalah hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka disini
eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada hukum.
Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat adalah pihak
yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai penggugat
harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua), yang
menyatakan gugatan Para Penggugat kedaluwarsa, Majelis berpandangan
sama dengan Para Penggugat, bahwa dalam Waris Islam tidak mengenal
kedaluwarsa. Mengingat harta warisan adalah hak dari ahli waris sampai
kapanpun;

Bahwa hukum materi yang diberlakukan di Pengadilan Agama adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan hukum formal mengacu pada Pasal 54
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu hukum acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata
yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, dan dalam pasal 56 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan Pengadilan tidak boleh
menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan
kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib
memeriksa dan memutusnya. Oleh karenanya atas dasar Undang-Undang
tersebut dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan dalam menangani
perkara Kewarisan Islam maka tidak ada satu kata atau satu pasalpun yang
menyatakan bahwa kadaluwarsa diatur didalamnya, begitu pula dalam Hukum
Islam tidak mengenal adanya pemutusan silsilah keahliwarisan dengan adanya
pergantian generasi. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan
Para Penggugat kedaluwarsa adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada
hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 3 (tiga),
yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan
secara pasti kapan [ dan» I meninggal dunia, apakah setelah
B o B -iau scbelumnya, serta adanya kontradiksi antara
posita angka 6 (enam) dengan petitum angka 8 (delapan). Pada petitum angka
8 (delapan) Para Penggugat meminta agar ditetapkan | GcNG_
memninggal dunia pada tahun 2014 dan ||l meninggal dunia tahun
2006, sementara dalam posita angka 6 (enam) Para Penggugat tidak
menjelaskan apakah [ BB meninggal tahun 2006 masih terikat
perkawinan atau tidak dengan || GcGcCG

Bahwa Majelis berpendapat, Para Penggugat telah merumuskan gugatan
secara jelas dan tidak kabur, yaitu [ | | j lll can I tc'ah lebih dahulu
meninggal dunia (tahun 1976 dan 1972) dari pada kedua anaknya [JJli] dan
I (:2hun 1990 dan 1993), sedangkan |GG tc'ah terikat
perkawinan yang sah dengan [l sampai keduanya meninggal dunia,
hal ini sudah tidak ada relevansinya lagi menilai perkawinan || GG
dengan . apakah masih terikat perkawinan atau tidak ketika [l
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B meninggal dunia tahun 2006, karena || ccnoan R

I tclah meninggal dunia dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu [JJjj

B o-- B -2 ketika [ can I hidup dalam

ikatan perkawinan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka.

Ditambah pula suatu pertimbangan, bahwa eksepsi tersebut adalah sudah
masuk pada pokok perkara, dan ||l adalah bukan sebagai ahli waris

dari keturunan [ dan . B H2nya karena mempunyai

ikatan perkawinan dengan [JJJlll. maka ketika seandainya il meninggal
dunia terlebih dahulu daripada suaminya yaitu || Gz; maka |G
akan menjadi ahli waris dari ||| |} ]l bersama dengan kedua anaknya.
Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur
harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh sebab segenap materi eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak,
maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka
segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan,
maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan
dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam petimbangan tuntutan
dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
sebagian dari Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat dengan didampingi
oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sesuai Pasal 4 ayat
1 Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis
telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, tetapi
berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 November 2017 oleh Mediator
Saudara Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil

mencapai kesepakatan;
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Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan
tuntutan Para Penggugat terkait dengan permintaan sita jaminan yang diajukan
Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik-duplik Majelis
tidak menemukan adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan
nama atas harta obyek sengketa, oleh karena itu permintaan sita jaminan oleh
Para Penggugat tersebut layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para
Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya. Adapun materi

gugatan yang diakui dan tidak diperselisihkan yaitu:

1. Bahwa [l telah meninggal dunia pada tahun |JJil;

2. Bahwa | te'ah meninggal dunia pada tahun [l

3. Bahwa | Ja» I neninggalkan ahli waris 2 (dua) orang
anak, yaitu: | N R AR -~ I

4.  Bahwa | i<\=h meninggal dunia pada tahun 1990;

5. Bahwa | cningoalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak,
yaitu: [ . N -~
I

6. Bahwa | tc'2h meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober
2014;

7. Bahwa | te'ah meninggal dunia pada tahun 2006;

Bahwa || rcninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak,
yaitu: | o=~ I

9. Bahwa I 20 meninggal dunia pada
tanggal | NN

10. Bahwa I - ingoalkan ahli waris, yaitu 1
(satu) orang istri bernama |} I Jan 6 (enam) orang anak,
yaitu: |
¥

11. Bahwa | tc'ah meninggal dunia pada tahun [Jl;

12. Bahwa | t<'2h meninggal dunia pada tahun [Jl;
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13. Bahwa | meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak,
yaitu: |
I

14. Bahwa [ t<'2h meninggal dunia pada | EEG;

15. Bahwa | cninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri
bernama | dan 2 (dua) orang anak, yaitu: |
I
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan

tuntutan pada petitum angka 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 12, karena itu dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut
tuntutan pokok lainnya tentang obyek tanah sengketa sebagai harta waris,
Majelis akan menguraikan hasil pemeriksaan setempat terutama berkaitan
dengan luas tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pengukuran yang telah
dilaksanakan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada
tanggal 24 Januari 2018, didapatkan luas tanah obyek sengketa adalah seluas
2.851 m?. Luas ini diluar daripada tanah yang dipakai untuk kuburan keluarga,
karena meskipun luas tanah kuburan antara Para Penggugat dengan Para
Tergugat tidak ada kata sepakat, akan tetapi dengan mendasarkan fakta yang
dilihat di dalam obyek sengketa, maka dirasa logis dan normatis apabila tanah
kuburan dikeluarkan dari sengketa, yaitu seluas 108 m?, karena apabila luas
tanah kuburan didasarkan kepada pendapat Para Tergugat yang meminta lebih
luas lagi dari luas kuburan yang sudah ada dengan alasan untuk
mempersiapkan apabila ada keluarga yang meninggal dunia lagi, hal itu akan
menjadikan madorot bagi ahli waris yang masih hidup. Maka ukuran yang
disebutkan dalam pertimbangan selanjutnya adalah ukuran tanah obyek
sengketa seluas 2.851 m?;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokoknya Para Penggugat
mengajukan gugatan pembagian harta waris dari pasangan suami istri [}

I \2ng merupakan kakek nenek

Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu berupa:
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e sebidang tanah seluas 2.851 m? yang terletak di Jalan _
B okungan . <elurahan [ Kecamatan
Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan | NG
- Sebelah timur dengan tanah milik [ ||||kGE -~ T
I
- Sebelah selatan dengan Kantor [ GGG
Kabupaten Ende dan tanah milik [ | | NN
- Sebelah Barat dengan Gang dan Kilinik || GcININNG:

yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, | GcNGNG /-~ TR
I -5 .- dengan Hukum Waris Islam, karena sebagian besar
tanah tersebut setelah || GG -
meninggal dunia dikuasai oleh || | | S J2n saat sekarang
dikuasai oleh anak keturunan dari | | | SSEEEEE -2~ scbagian
kecil dikuasai oleh || |} ]S oan saat sekarang dikuasai oleh anak
keturunan dari || GG

Menimbang, bahwa atas obyek tanah harta warisan yang belum dibagi,

Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi harta
warisan tersebut sesuai dengan Hukum Waris Islam secara kekeluargaan,
bahkan telah pula difasilitasi oleh ||| || BBl bersama Aparat Desa
Onekore, akan tetapi upaya Para Penggugat tersebut tidak berhasil, karena
Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para
Tergugat di dalam jawabannya menyatakan, bahwa benar setelah ||z
I -ningoal dunia, meninggalkan
harta warisan sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat, akan tetapi

Para Tergugat tidak memiliki niat sedikitpun terkait dengan membagi kembali

harta warisan tersebut, karena setelah || |GG .-~ TN
I < inggal dunia, harta warisannya oleh ahli warisnya ([ GzczcG
) iclah melakukan pembagiannya.

Sehingga masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah telah

menerima harta warisan dari masing-masing orang tuanya, Yyaitu Para
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Penggugat menerima harta warisan dari || |GGG Jon raa
Tergugat menerima harta warisan dari ||| | | || G

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Para Tergugat berupa “Asas

Retroaktif Terbatas”, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak dapat berlaku surut,
adalah suatu bantahan yang absurd, karena sebagaimana dinyatakan di dalam
Buku 1l Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Tahun 2013, Halaman 161, yang berbunyi sebagai berikut, “Asas Retroaktif
Terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti, jika harta warisan telah dibagi
secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diperlakukan,
maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti
tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara
riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI
lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut”. Apalagi Hukum Islam itu
berlakunya adalah sejak Al-Quran diturunkan atau sejak Nabi Muhammad
SAW. dititahkan sebagai Rasul, sementara Kompilasi Hukum Islam, berlakunya
sejak tanggal 10 Juni 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991. Pengertian dari Kompilasi Hukm Islam itu sendiri adalah, “... rangkuman
dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh
ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama
untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.
Himpunan inilah yang disebut dengan Kompilasi’. (Vide: Ensiklopedi Hukum
Islam, Penerbit Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1996, jilid 3, halaman 968);
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Para Tergugat,
maka dapatlah disimpulkan, jawaban Para Tergugat adalah jawaban yang
berbentuk pengakuan berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan
keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Para Tergugat mengakui,

bahwa N -~ I \-tia meninggal

dunia, selain meninggalkan ahli waris berupa 2 (dua) orang anak, | GczN
. .2 eninggalkan tanah seluas
2.851 m?, yang merupakan obyek sengketa yang terletak di Jalan || |
Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Akan tetapi
obyek yang berupa tanah tersebut telah dibagi secara kekeluargaan sesuai

dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat Ende;
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Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Para Tergugat yang
menyatakan, bahwa menurut hukum hal-hal yang telah dilakukan sesuai
dengan adat dan kebiasaan yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik
harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku, dan tidak tunduk
kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam).
Dalam hal ini dapat Majelis jelaskan, bahwa di dalam pembagian harta warisan
dengan hukum Waris Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits,
bukanlah sesuatu yang sifatnya dalil gat’i (pasti), akan tetapi masih bersifat dalil
dzanni (relatif), karena yang dituju oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits di dalam aturan
waris yang terpenting adalah adanya sepakat dan damai di antara para ahli
waris. Sehingga apabila ahli waris telah bersepakat dan berdamai di dalam
membagi waris secara adat misalnya, atau secara kekeluargaan, maka hal
tersebut sudah menuju kepada damai, karena pada dasarnya hukum tertinggi
adalah hukum yang dicapai dengan jalan damai, apalagi pembagian waris
adalah termasuk dalam bidang hak-hak hamba atau disebut juga hak-hak
perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak
perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya, yang tidak
terlibat di dalamnya hak-hak Allah atau hak-hak umum. Oleh karena itu jika
dikaitkan dengan perkara a quo, maka pokok sengketa antara Para Penggugat
dengan Para Tergugat adalah terletak pada apakah harta warisan || Gz
I (- s-but sudah dibagi waris atau
belum, karena masing-masing dari ahli waris beserta keturunannya, Para
Penggugat dan Para Tergugat sama-sama telah mengusai obyek sengketa.

Menurut pendapat Para Penggugat harta warisan ||| GG
I U dibagi waris, sedangkan menurut Para Tergugat
harta warisan | RS s dah
dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diakui oleh Para
Tergugat secara berklausula, maka baik kepada Para Penggugat maupun
kepada Para Tergugat sama-sama mempunyai wajib bukti. Sesuai dengan
hukum waris, maka yang harus dibuktikan terutama oleh Para Penggugat
adalah yang berkaitan dengan rukun kewarisan, yaitu adanya pewaris (al-

muwarrits), harta warisan (al-mawruts) yang belum pernah dibagi dan ahli waris
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(al-warits). Sedangkan bagi Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah telah

adanya pembagian harta warisan || llGczIzNGNGEGEGEGEEEEEEEEEEE
I <cpada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan
Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan
P.23;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Para Penggugat telah
pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi
telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-
alat bukti Para Penggugat, baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa:

- Alat bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga [ GGccIENGNGNGEEEEE
I -0 nempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
I <'oh meninggal dunia), [ GG (<ah
meninggal dunia waktu kecil), || ||||GGEEEEEEE (c'2h meninggal
dunia) dan | (cninggal dunia waktu kecil). Dari [l
I <punyai 5 (lima) orang anak dengan dua kali menikah,
menikah pertama dengan [l (telah meninggal dunia) mempunyai 3
(tiga) orang anak yaitu: | | |l (tc'ah meninggal dunia), |
I (ic'ah meninggal dunia waktu kecil) dan || G
I (iclah meninggal dunia) dan menikah dengan [ EEGzG
mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: (1) | Gz ¢
. ) . ) I 5)
N -~ o) I < udian I
Bl menikah kedua dengan | mempunyai 2 (dua) orang anak
yaitu: | G (meninggal dunia waktu kecil) dan [
B scdangkan I ' -nikah dengan [
I <punyai 13 (tiga belas) orang anak, yaitu: (1) | GzN
2) Il (meninggal dunia waktu kecil), (3) Gz ¢ TR

(meningal dunia waktu kecil), (5) |JJlfir (meninggal dunia waktu kecil), (6)

B ) B (cninggal dunia belum berkeluarga), (8) I

(telah meninggal dunia) ---meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak,
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yaitu [ GG Gst) I Jon Mohamad Alchalig---, (9)
I (10) Bl (tclah meninggal dunia waktu kecil), (11) [l (12
N can (3) I

- Alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [JJj
I /-0 eninggal dunia pada tahun [J;

- Alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [}

I yang meninggal dunia pada tahun [IE;

- Alat bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ||| | | |

I cninggal dunia pada tahun [J;

- Alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ||

. y2ng meninggal dunia pada tahun [Jl;
- Alat bukti P.6 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama || | | | .

yang meninggal dunia pada tanggal || GcCG:

- Alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [l
I o0 eninggal dunia pada tanggal i
I

- Alat bukti P.8 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama || GzG
I /29 meninggal dunia pada tahun [l

- Alat bukti P.9 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama || | | R

. y2ng meninggal dunia pada tahun [Jl;
- Alat bukti P.10 fotokopi Keterangan Lokasi Tanah;

- Alat bukti P.11 fotokopi keterangan yang berisi tentang penyelesaian

masalah secara kekeluargaan antara || I can . 5okt

tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti penyelesaian dalam hal
apa antara || GG O'ch karena itu bukti tersebut
patut untuk dikesampingkan;

- Alat bukti P.12 fotokopi Berita Acara Penyaksian Proses Penyelesaian dan
Pembagian Kepemilikan Tanah oleh keluarga besar Ambu Tonda, selaku

yang diakui kedua belah pihak sebagai keluarga pemberi tanah yang

terletak di Jalan | |GGG Linokungan Dponegoro,
seluas 2.851 m? antara ahli waris || | | | NI y29 diwakili oleh
anaknya [ GTNNGNGEGEE (<020 ahli waris [
yang diwakili olek anaknya | GG O (2o
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berita acara tersebut disimpulkan, bahwa penyelesaian pembagian tanah
tersebut tidak mendapatkan kesepakatan, karena ahli waris laki-laki [Jj
I rendapatkan lebih besar dan tidak sesuai dengan Hukum Islam
daripada ahli waris [} Atas bukti tersebut Para Tergugat menyatakan,

bahwa tanda tangan | | | S -d2/2h tanda tangan palsu.
Terlepas dari tanda tangan [ | v =s!i atau palsu,

Majelis tidak berwenang mempertimbangkannya, karena tanda tangan
harus diterangkan oleh pejabat yang berwenang mengidentifikasi tanda
tangan vyaitu oleh Pusat Labratorium Forensik Kepolisian, sementara
I <-h meninggal dunia, akan tetapi Para Tergugat
tidak memberikan bantahan atas isi yang tertera dalam berita acara
tersebut. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan bukti
tersebut menjadi bukti permulaan tentang adanya upaya proses pembagian
tanah obyek sengketa;

- Alat bukti P.13 sampai dengan P.22 fotokopi KTP atas nama Para
Penggugat, kecuali P.19 fotokopi Surat Keterangan telah melakukan
perekaman KTP-El atas nama || EGzGzG:;

- Alat bukti P.23 fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor
43/Pdt.G/2016/PA.Ed, tanggal 20 April 2017,

Menimbang, bahwa semua bukti P.1 sampai dengan P.23 (kecuali P.11
telah dikesampingkan) secara formil telah memenuhi syarat bukti surat dan
secara meteriil telah relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, dan atas
bukti-bukti tersebut Para Tergugat secara tegas tidak membantah isi daripada
bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu terhadap alat bukti tertulis yang diajukan
oleh Para Penggugat dapat diterima menjadi alat bukti dan dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.12 yang isinya tidak dibantah

oleh Para Tergugat, bahwa tanah obyek sengketa || l|G|GzGzNzGE -~
I Cidapat dari pemberian keluarga besar dari Kampung
B v dani keluarga . O'ch karena telah saling

tidak membantah adanya asal usul tanah obyek sengketa, maka asal usul

tanah obyek sengketa tersebut merupakan fakta tetap;
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Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang
diajukan oleh Para Penggugat, yakni ketiga orang saksi Para Penggugat yang

masing-masing bernama: |
- Para saksi telah

menghadap secara in person di depan persidangan, telah memberi keterangan
di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan
syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan Majelis pertimbangkan
sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama Para Penggugat (G
menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan
Tergugat | dan Tergugat 11, saksi kenal || GczINENENEIINININIIIIIIIIIE
B <archa saksi sebagai teman sekolah |GGG
B saksi kenal dengan |GGG scio« tahun 1964, saksi
sering ke rumah | < - si
mengetahui | < mpunyai 4
(empat) orang anak, yang saksi kenal 2 (dua) orang, | EGcIEINGIINGGE
5 |
Il sctclah meninggal dunia meninggalkan tanah yang terletak di Jalan
I s-«si tidak mengetahui asal usul tanah |G o
I, <5 hanya mengetahui, sejak saksi kenal
dengan [ tahun 1064,
I tingoal di tanah tersebut. Saksi terakhir datang ke tanah yang
ditinggalkan oleh [ GG - . <<
I ' cninggal dunia, karena saksi ta'ziyah. Kemudian
masalah tanah peninggalan [

I tcrsebut sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya, saksi tidak
pernah mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi. Saksi mengetahui di

tanah tersebut dulunya [INEEEEEEEE oo I

membangun rumah di atas tanah tersebut;

Bahwa saksi kedua Para Penggugat ([N

) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat,

saksi kenal dengan [ ENEEEE -~ I
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mereka berdua anak dari ||| G
Saksi kenal juga dengan I
saksi kenal pada tahun 1965 ketika masih sekolah SMP, saksi kenal dengan
I Cari nenek saksi karena
masih ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui | G
I <o meninggal dunia meninggalkan harta berupa

tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, sejak saksi kenal dengan || Gz

I (oo di tanah obyek tersebut, hanya saksi tidak mengetahui
dari mana [ < dapatkan

tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui harta tersebut sudah dibagi atau

belum oleh ahli warisnya, hanya saja saksi pernah menandatangani upaya
kesepakatan para pihak menyelesaikan masalah tanah, dan tanah itu pernah
diperkarakan ke Pengadilan Agama Ende sebelumnya;

Bahwa saksi ketiga Para Penggugat (I EGTcNGEEEEEE
menerangkan tentang adanya pengukuran tanah sengketa pada tanggal |}
B <arena wakiu pengukuran itu saksi ada di lokasi, tetapi pengukuran
itu tidak terjadi dilaksanakan karena ada keberatan dari || | | | |

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Para Penggugat, saksi
pertama dan saksi kedua sebagai orang yang kenal dengan | EGzGzG

I <-tiko masih hidup, dan saksi sampai
I cninggal dunia tidak

pernah mengetahui adanya pembagian tanah warisan tersebut. Sedangkan
tentang adanya pengukuran atas obyek sengketa oleh saksi ketiga Para
Penggugat yang mengetahui upaya-upaya untuk pembagian harta warisan
berupa proses pengukuran obyek tanah, tetapi dibatalkan oleh pihak-pihak
artinya tidak terjadi pembagian. Meskipun saksi ketiga berdiri sendiri dalam
menerangkan adanya upaya pembagian obyek tanah berupa proses
pengukuran, tetapi ditambah dengan bukti P.12, hal mana menunjukkan, bahwa
upaya pembagian obyek tanah sengketa pernah diupayakan oleh para pihak
tetapi tidak terjadi kesepakatan. Sehingga dari fakta-fakta tersebut patut

disangkakan, bahwa harta warisan [

I H<upa tanah pekarangan seluas 2.851 m? yang terletak di Jalan
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I -c/ah harta warisan [N
I -0 belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula
mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi telah
memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-
alat bukti Para Tergugat, baik alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa:

Alat bukti T.1 fotokopi silsilah [ G
I o=n sisilah [

Alat bukti T.2 fotokopi Surat Keterangan Kawin antara || GG
I 1002l 6 Nopember 1949, dengan bukti tersebut harus
dinyatakan || G -.c-2h pasangan suami istri;
Alat bukti T.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ||| [ | | |GGz
I cninggal dunia pada tahun 1993;

Alat bukti T.4 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari || |Gz
dengan 8 (delapan) anak kandung yang masing-masing bernama: || | |l

|
I scmua anak [ rasih
hidup kecuali ||} Il t<'ah meninggal dunia (Vide: bukti T.5 berupa
Surat Keterangan Kematian atas nama ||| | | | | D) ;

- Alat bukti T.6 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari ||| | | | | | BN vaitu
I s:baoai istri dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing
bernama: [

- Alat bukti T.7 fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pembagian Harta
Warisan [ <cp-d- 8 (delapan) orang anaknya, atas
obyek tanah yang terletak di Jalan ||l Kelurahan Onekore,

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas + 2.195 m? dengan

batas-batas sebagai berikut:
- utara : dengan tanah milik susteran ClJ;

- selatan :dengan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Ibrahim Made
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Gili Nusa bin Madu Ba Odza;
- timur : dengan tanah milik Hendrikus Pino, Agustinus Beka Leja;
- barat : dengan Jalan Diponegoro;
Oleh karena bukti tersebut menunjukkan, bahwa obyek yang telah dibagi
waris oleh ahli waris dari [ || S -022h obyek yang
masih merupakan bagian obyek sengketa dari perkara yang sedang
diperiksa dalam perkara a quo, selain itu obyek tersebut masih harus

dibuktikan oleh Para Tergugat tentang adanya pengalihan kepemilikan

secara pembagian waris oleh |
I O'ch karena bukti tersebut bertentangan dengan

dalil-dalil Para Tergugat, maka harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.8 dan T.9 fotokopi SPPT tahun 2015 dan tahun 2017 atas nama
BB chadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan
Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kedua bukti tersebut
adalah karena merupakan surat yang bersifat fiscal administratif, maka tidak
perlu dipertimbangkan;

- Alat bukti T.10. Bukti a quo sama dengan bukti Para Penggugat P.11. oleh
karena bukti P.11 telah dikesampingkan, maka bukti T.10 juga
dikesampingkan;

- Alat bukti T.12 fotokopi site plan obyek sengketa;

- Alat bukti T.13 dan T.14 fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Siswa dan

fotokopi Surat Pernyataan Calon Siswa atas nama || GcININEINIGIIGIGEGG.
Di dalam kedua bukti tersebut terdapat tanda tangan | GG_
Il Jan dimaksudkan sebagai pembanding tanda tangan |
I 2o terdapat di dalam bukti P.12 yang oleh Para Tergugat tanda
tangan [N Jinyatakan sebagai tanda tangan palsu. Atas
kedua bukti tersebut, Majelis berpendapat, karena || GcGcNGGGE
sudah meninggal dunia, maka yang berwenang untuk menerangkan tanda
tangan | Gz itu 2s!i atau palsu adalah Pusat Laboratorium
Forensik Kepolisian. Oleh karena itu kedua bukti tersebut patut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang

diajukan oleh Para Tergugat, yakni ketujuh orang saksi Para Tergugat yang
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masing-masing bernama: | N
I - Para saksi telah menghadap secara in

person di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah,

serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi,
yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan
secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat (G
menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, kenal
juga dengan |, cna saksi
masih ada hubungan keluarga dengan | | . d2n sejak tahun
I sampai dengan tahun i} saksi pernah tinggal bersama dengan [}
B i oo B oo terletak di Jalan
Diponegoro, hanya saja saksi tidak mengetahui darimana || GcGcCcNG
mendapatkan tanah tersebut. Lalu setelah tahun 1972 saksi pindah ke
kampung. Di dalam obyek tanah tersebut awalnya || GczNGEG
I (- nembangun rumah, sedangkan | EGEG
I tingoal di luar obyek tanah tersebut, | GGGz tinooal di tanah
Dulla Pui, kemudian pada tahun 1970 | |Gz .- TN

I cmberikan tanah kepada il untuk membangun rumah di dalam
obyek tanah tersebut. Saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian tanah

B - s-but, sebelum [ cninggal dunia
maupun setelah | | | | I eninggal dunia;

Bahwa saksi kedua Para Tergugat ([} Bl menerangkan, saksi
kenal dengan Para Penggugat dan sebagian dengan Para Tergugat, saksi
kenal juga dengan [
karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan || EGCNGEG
B s-<si scring keluar masuk tanah yang ditempati
el RERRRESEV IRETEN

Diponegoro, yaitu sejak Jaman Jepang, hanya saja saksi tidak mengetahui dari

mana | ncndapatkan tanah tersebut. Saksi mengetahui
awalnya yang membangun rumah di obyek tanah tersebut adalah || Gz

B scdangkan | -2y tinggal di tanah Dulla Pui
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dengan suaminya di luar obyek tanah sengketa. Kemudian terkait dengan

pembagian tanah warisan [ INEEEEEE q-- I

saksi tidak pernah mengetahui dan obyek tanah tersebut sekarang ditempati
oleh anak-anak dari | NN
Bahwa saksi ketiga Para Tergugat (Pili Maria) menerangkan, saksi kenal

dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi pada tahun 1972

masih SMP kelas 1 pernah tinggal bersama | G s\ 2kt
I asih tinggal di tanah Dulla Pui. Saksi kenal juga dengan
I 2o ketika itu sudah sangat tua, kemudian masalah
adanya pembagian waris tanah tersebut saksi tidak mengetahui;

Bahwa saksi keempat Para Tergugat ([ GcGcNGGEEEEEEE
) cnerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para
Tergugat. Saksi mengetahui tentang adanya upaya pembagian obyek tanah

milik | . 1=/u disepakati akan diukur, saksi tidak mengetahui
hasil pengukuran tanah tersebut;

Bahwa saksi kelima Para Tergugat (D
menerangkan, saksi pernah mengetahui akan adanya pengukuran tanah
sengketa dan pelaksanaan pengukuran tanggal 6 Maret 2017, tetapi saksi tidak

mengetahui hasilnya karena yang diukur hanya tanah yang ditempati oleh

I oo, <ccna menurut cerita dari cucu-cucu [ EGEGzG
I -1ah itu sudah dibagi;
Bahwa saksi keenam Para Tergugat ([N

menerangkan, saksi mengetahui adanya pengukuran tanah obyek sengketa
yang ada di Jalan Diponegoro, yang diukur hanya lokasi yang ditempati oleh
I

Bahwa saksi ketujuh Para Tergugat (G
menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena
masih ada hubungan keluarga, saksi mengetahui adanya pengukuran obyek
sengketa dan yang diukur adalah tanah dari || | | N Jan saksi
tidak mengetahui apa dasar pengukuran tanah itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi

ketiga Para Tergugat, ketiganya tidak mengetahui adanya pembagian tanah [}

I epada ahli warisnya.
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Sedangkan terhadap keempat saksi Para Tergugat yang lain, para saksi
mengetahui adanya pengukuran obyek sengketa oleh Para Pihak, apa dasar
pengukuran dan bagaimana hasil pengukuran tersebut, para saksi tidak ada
yang tegas dan pasti dalam menerangkan. Oleh karena itu keterangan keempat
saksi Para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan
secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti-
bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa Para

Penggugatlah yang berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan
sebidang tanah seluas 2.851 m? yang terletak di Jalan || EGTGcNGEG

I . <clurahan [N Kecamatan Ende

Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan biara Susteran ClIJ;
- Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka Ledja dan Hendrikus
Pino Wea;
- Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
- Sebelah barat dengan Gang dan Klinik St. Marthin Depores CIJ;
adalah harta warisan | RS
yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Sedangkan Para Tergugat tidak
dapat membuktikan terkait dengan dalil bantahannya, bahwa tanah warisan [JJj
I (-t adalah harta warisan
yang telah dibagi kepada ahli warisnya;
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat pada petitum
angka 18 (delapan delas) patut untuk dikabulkan;

Pembagian Harta Warisan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan
kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat, sebagaimana yang telah
dipertimbangkan di atas, bahwa perkara gugatan warisan a quo adalah gugatan

waris bertingkat yang telah mencakup tiga generasi;
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Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus
disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan
hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik
karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena
terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darabh:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

paman dan kakek;

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek;
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan
baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut di atas, Majelis
berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang
menyebabkan Para Penggugat dan Para Tergugat terhalang untuk ditetapkan
sebagai ahli waris dari para pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-laki
maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai
hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi
tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara

a quo, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggainya [}

I (iohun 1976) dan [ (-hun 1972),
ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung (GGG
Dengan meninggalnya | (t2hun 1990) ahli warisnya adalah
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3 (tiga) orang anak kandung (I EEEEEEEEEGEG_——
Dengan meninggainya || (tangoal 16 Oktober 2014) ahli
warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung (I llElEGEEREGEGEGEGEGE
Dengan meninggalnya | (=002l 29 Desember
2016) ahli warinya adalah 1 (satu) orang istri ([ GGcIENG oa» 6
(enam) orang anak kandung (I
e
) Dengan meninggalinya [N (:-hun 1993) ahli
warisnya adalah 8 (delapan) orang anak kandung (G
e
I (:2nggal 26 Juni

2009) ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri ([ [ [ | ) dan 2 (dua) orang

anak kandung (I

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 19, Para

Penggugat mohon untuk ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang dimaksud
adalah ketentuan Hukum Waris Islam (dzawil furudh/yang ditentukan
bagiannya) maupun ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di
atas adalah perkara waris bertingkat, dan sudah ditentukan siapa yang menjadi
ahli waris dalam setiap tingkatan, maka cara pembagiannya dengan melihat
siapa yang menjadi pewaris atau siapa yang meninggal dunia dan siapa yang
manjadi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena || GG - GGG
I sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 2 (dua) orang
anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam
“... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan’,
maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. I 202k perempuan kandung) mendapatkan 1/3
bagian;

2. I ook laki-laki kandung) mendapatkan 2/3

bagian;
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Bahwa terkait dengan meninggalinya |GGG 20

meninggalkan 3 (tiga) orang anak, maka dari 1/3 bagian || GcNINGNGEG
masing-masing dibagi kepada 3 (tiga) orang anaknya dengan bagian masing-

masing sebagai berikut:

1. | 212k perempuan kandung) mendapatkan 1/4 bagian;

2. I oo« aki-laki kandung) mendapatkan
2/4 bagian;

3. T -2k perempuan kandung) mendapatkan 1/4
bagian;
Bahwa terkait dengan meninggainya |GGG a0

meninggalkan 2 (dua) orang anak, maka dari 1/4 bagian | EGcNIEG
dibagi kepada 2 (dua) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai

berikut:

1. | -« perempuan kandung) mendapatkan
1/3 bagian;

2. I ook (aki-laki kandung) mendapatkan 2/3
bagian;

Bahwa terkait dengan meninggainya [
yang meninggalkan 1 (satu) orang istri ([ GGcNG). naka sesuai

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, karena Pewaris mempunyai anak, istri atau
janda mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisa dari 2/4 dibagikan kepada 6
(enam) orang anaknya masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. [ (anak perempuan kandung)

mendapatkan 1/7 bagian;

2. I, (anak perempuan kandung)

mendapatkan 1/7 bagian;

3. Y, (anak: perempuan

kandung) mendapatkan 1/7 bagian;

4. I (22 laki-laki

kandung) mendapatkan 2/7 bagian;

5. I (anak perempuan kandung)

mendapatkan 1/7 bagian;
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6. I (anak perempuan

kandung) mendapatkan 1/7 bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggainya [ GG
Bl raka dari bagian [ /3 bagian dibagi kepada

ahli warisnya, yaitu 8 (delapan) orang anak dengan bagian masing-masing

sebagai berikut:

1. | oo« aki-laki kandung) mendapatkan 2/12

bagian;

2. I o:« laki-laki kandung) mendapatkan 2/12
bagian;

3. I -2« perempuan kandung) mendapatan 1/12
bagian;

4. | -2« laki-laki kandung) mendapatkan 2/12 bagian;
5. |G -2« perempuan kandung) mendapatkan 1/12

bagian;

6. |G 22k perempuan kandung) mendapatkan 1/12
bagian;

7. I 22k perempuan kandung) mendapatkan 1/12
bagian;

s. I (anak laki-laki - kandung)

mendapatkan 2/12 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggainya |GG
yang meninggalkan 1 (satu) orang istri (| | | ). maka sesuai Pasal 180
Kompilasi Hukum Islam, karena Pewaris mempunyai anak, istri atau janda
mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisa dari 2/12 dibagikan kepada 2 (dua)
orang anaknya masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. I (2nak laki-laki kandung) mendapatkan 2/4 bagian;

2. R -2k laki-laki kandung) mendapatkan 2/4 bagian;
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada bagian dari masing-

masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis
membagikan harta warisan berupa tanah seluas 2.851 m? kepada masing-

masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:
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Bahwa ahli waris [ N R -~ I
adalah 2 (dua) orang anak kandung, yaitu: || |GGG -
B -2 bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

.. I cndapat bagian sejumlah 1/3 x 2.851 m? = 950,33 m?.
Kemudian karena ||}l t<'ah meninggal dunia, bagian dari [l
I s<juniah 950,33 m? dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya
yaitu:

1. T - /4 x 950,33 m? = 237,58 m?;

2. I - 0/ < 950,33 m? = 475,16 m?;

3. I - /4 x 950,33 m? = 237,58 m?;

Kemudian karena Masia bin Madu sudah meninggal dunia, maka dari bagian

Masia binti Madu sejumlah 237,58 m? dibagikan kepada 2 (dua) orang
anaknya yaitu:

1. T - 13 « 237,58 m?= 79,19 m?;

2. GGG - 23 « 237,58 m?= 158,38 m?

Kemudian karena || | | N s c2h meninggal dunia,
maka dari bagian | G scjunaoh 475,16 m?
dibagikan kepada 1 (satu) istri atau janda dan 6 (enam) orang anaknya yaitu:
1. I - 18 x 475,16 m? = 59,39 m?;

2. 1 - 7 ¢ 415,77 m?= 59,39 m?;

3 1 - 7 < 415,77 m?= 59,39
m?;

4. I, - /7 x 415,77 m?
= 59,39 m?

5. I, - 2/ x 415,77 m?
= 118,79 m?%

6. NG - 1/ « 415,77 m?= 59,39 m?;
7. I, ~ 1/7 x 415,77 m’
= 59,39 m?;
0. | < dapat bagian sejumlah 1/3 x 2.851 m? =
1.900,66 m?. Kemudian karena [ | | S :<'o=h meninggal
dunia, maka dari bagian | G scju/ah 1.900,66 m?

tersebut dibagikan kepada 8 (delapan) orang anaknya yaitu:
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I - 2/12 x 1.900,66 m? = 316,77 m?;
I - 2/12 < 1.900,66 m? = 316,77 m?;
I - /12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
I - /12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
I - /12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
I - /12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
I - /12 x 1.900,66 m? = 316,77
m

8. G - /12 x 1.900,66 m? = 316,77 m?;

Kemudian karena || | | I <= meninggal dunia, maka dari
bagian | GGG s<cjumah 316,77 m? dibagikan kepada 1 (satu)
istri atau janda dan 2 (dua) orang anaknya yaitu:

1. [ - 1/8 x 316,77 m? = 39,59 m;

2. I - 0/ < 277,18 m?= 138,59 m;

3 - 0/ < 277,18 m?= 138,59 m?;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka

No o ks~ oo DdE

petitum gugatan angka 19 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 22 berkaitan dengan
permohonan uit voerbaar bij voorraad atau putusan dapat dilaksanakan lebih
dulu meskipun ada banding atau kasasi, ternyata tidak/belum memenuhi
ketentuan Pasal 191 RBg. Dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, untuk menghindari
kesulitan dikemudian hari sehingga petitum angka 22 harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Para Penggugat
maupun Para Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka Para
Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Sehingga petitum angka 23 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan || NI <'ah meninggal dunia pada tahun 1976
dan |GG i< 'oh meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Menetapkan ahli waris || G -~
dengan bagianya masing-masing adalah sebagai berikut:
31. I ook perempuan kandung) memperoleh 1/3
bagian;
3.2. I ook aki-laki kandung) memperoleh 2/3
bagian;
4. Menyatakan | ]I :<'ah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Menetapkan ahli waris || | | | BB dcnoan bagiannya masing-
masing adalah sebagai berikut:
5.1. | (anak perempuan kandung) memperoleh 1/4 bagian;
5.2. |G - ok laki-laki  kandung)
memperoleh 2/4 bagian;
53. | 212k perempuan kandung) memperoleh 1/4
bagian;
6. Menyatakan || NN tc'2h meninggal dunia pada tanggal 16
Oktober 2014;

7. Menetapkan ahli waris ||} I ccnoan bagiannya masing-masing
adalah sebagai berikut:

7.1. I -k perempuan kandung) memperoleh
1/3 bagian;
7.2. I (-2« laki-laki kandung) memperoleh 2/3
bagian;
8. Menyatakan || GGG <:h meninggal dunia
pada tanggal | ENEEEEEEEEEEN:
9. Menetapkan ahli waris || GTcNGNNEEEEEEEEEEEE -0

bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

:f_; putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. | (istri atau janda) memperoleh 1/8 bagian;

o.2. I (anak perempuan kandung)

memperoleh 1/7 bagian;

0.3. N (anak perempuan

kandung) memperoleh 1/7 bagian;

o.4. N (anak

perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;

o.5. I (anak laki-laki

kandung) memperoleh 2/7 bagian;

o.6. N (anak perempuan kandung)

memperoleh 1/7 bagian;

o.7. N, (anak

perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;

10.Menyatakan || I <= meninggal dunia pada tahun

1993;

11.Menetapkan ahli waris [ [ [ | 3SR ccnoan bagiannya

masing-masing adalah sebagai berikut:

11.1. | (oK (aki-laki kandung) memperoleh 2/12
bagian;

11.2. | (oo« |aki-laki kandung) memperoleh

2/12 bagian;

11.3. |GG -2k perempuan kandung) memperoleh

1/12 bagian;

11.4. I o2k perempuan kandung) memperoleh

1/12 bagian;

11.5. | (oo perempuan kandung) memperoleh

1/12 bagian;

11.6. | IIEIGIGEGEGEGEGEE o2k perempuan kandung) memperoleh

1/12 bagian;

11.7. | (- -k laki-laki kandung) memperoleh 2/12

bagian;

11.5. I (anak laki-laki kandung)

memperoleh 2/12 bagian;
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12.Menyatakan | ||l t<'oh meninggal dunia pada tanggal 26

Juni 2009;
13.Menetapkan ahli waris ||| | | |} } B c<ngan bagiannya masing-
masing adalah sebagai berikut:
13.1. I (st atau janda) memperoleh 1/8 bagain;
13.2. G (22« |aki-laki kandung) memperoleh 2/4
bagian;
13.3. I (22« aki-laki kandung) 2/4 bagian;
14.Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas 2.851 m? yang terletak
di Jalan |G R . Linokungan . Kelurahan
I Kccamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-
batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan || EGCNGG—

- Sebelah timur dengan tanah milik || GG -~ T
I

- Sebelah selatan dengan | GGG
Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;

- sebelah Barat dengan [ GGG

adalah harta warisan || GTcTEGEGEGEGEGEGEGE - T

yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris |||  |||GTG_ o
I -0-2h sebagai berikut:
15.1. | < dapat bagian sejumlah 1/3 x 2.851 m? =

950,33 m?

15.2. |GGG < dapat bagian sejumlah 2/3 x 2.851 m?

=1.900,66 m?

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ||| | |GG 20=2h
sebagai berikut:
16.1. |GG - 1 /4 x 950,33 m? = 237,58 m?;
16.2. G - 1/4 x 950,33 m? = 237,58 m?;
16.3. NG - // « 950,33 m? = 475,16 m?;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Masia binti Madu adalah

sebagai berikut:
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17.1. | - 13 x 237,58 m?=79,19 m?;
17.2. | - 23 x 237,58 m? = 158,38 m?
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ||| GcNGEEEEE
Il 2dalah sebagai berikut:
18.1. |GG - 1/8 x 475,16 m? = 59,39 m?;
18.2. [ - /7 < 415,77 m?= 59,39
2.

m=;

18.3. N, - 1/7 x 415,77 m® =
59,39 m?;

18.4. N, - 1/7 x 415,77
m? = 59,39 m?;

18.5. |, - 2/7 x 415,77

m? = 118,79 m%;

18.6. NN - 1/7 x 415,77 m” = 59,39

m?;
18.7. I, - 1/ x 415,77
m? = 59,39 m%

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris || EGccNGNGNGNGNGNGNGEGEG
adalah sebagai berikut:
101. |GGG - 2/12 x 1.900,66 m? = 316,77 m?;
19.2. GGG - 2/12 « 1.900,66 m? = 316,77 m?;
19.3. GG - /12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
19.4. |GG - 1/12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
19.5. GG - 1/12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
19.6. |GG - 1/12 x 1.900,66 m? = 158,38 m?;
197. NG - /12 < 1.900,66 m? =
316,77 m%
198. GG - 2/12 x 1.900,66 m? = 316,77 m?;
20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris || GcNGNGNGNGNGNGNGEG
adalah sebagai berikut:
20.1. I - 1/8 x 316.77 m? = 39,59 m?;
202. NG - 04 < 277,18 m?= 138,59 m?;
203. N - 2/ x 277,18 m?= 138,59 m?;
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21. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian Para Penggugat
dari harta peninggalan || NN -~ IS
I kepada Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam
keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;

22. Menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat;

23. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp3.621.000,00 (Tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan

tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad,

S.H.l,, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para

Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa

Hukumnya;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Irwahidah MS., S.Ag., M.H. Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran =Rp30.000,00

2. Biaya Proses =Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan =Rp2.130.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat =Rp1.400.000,00
5
6

Redaksi =Rp5.000,00
Meterai =Rp6.000,00

Jumlah =Rp3.621..000,00
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